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PENGEMBANGAN PEIAYANAN DASAR 
DI PEDESAAN : 

SEBUAH HAMPIRAN OPERASIONAL 

Oleh: Agus Sutanto dan Umrotun 

Abstract 

Approach on the study of rural service development is often confused with 
general regional development study in which both development indicators are 
tnterchanged. However the two study are closely related and able to contribute 
one to another. A confusion also exists in the setting up of the concepts of social 
services, economic services, and infrastructures functions. As such, tl/e study of 
seroice development should have a great care of the study implication in which 
sectoral action planning should Jo.llow up. This article tries to present an 
operational approach on the 'rural service development with an tlustrative case 
study ofYogyakarta Special Region. · · 

Jntisari 

Hamptran studi pengembangan pelayanan pedesaan sering dtkaburkan 
dengan studi pengembangan wilayah secara umum dengan membaurkan in,. 
dikator-indikator pengembangan. Meskipun demtktan kedua studi tersebut ber­
hubungan erat dan dapat saling menyokong satu dengan yang lainnya. 
Kekurang1elasan muncul pula dalam menggunakan konsf>JJ fungsi pelayanan 
sosial, pelay'anan ekonomt dan infrastruktur. Selain itu, studi pengembangan 
pelayanan int semestinya memberikan perhatian besar pada tmplikasi studi 
untuk ditindak-lanjuti oleh perencanaan kegiatan sektoral. Artikel tni berusaha 
untuk menyajikan satu hampiran o'perasional pengembangan pelayanan pede­
saan dengan tlustrasi sebuah studt kasus PropinsiDaerah /stimewa Yogya-karta. 

Pengantar 

Pada dasarnya setiap orang memer- · 
lukan pelayanan dasar yang ·kurang le­
bih sama untuk menopang hidup dan 
kegiatan mcreka. Hanya kemudian 
kualitas dan kuantitas fasilitas pelayan­
an yang dikehendaki serta intcnsitas 
penggunaannya tumbuh bcrbeda dari 
satu individu ke individu Jain, da'ri satu 

wilayah ke wilayah lain, seiring dengan 
tingkat perkembangan sosto ekonomi 
mereka. Ini bisa jelas diamati dengan 
misalnya menghadakan fasilitas-fasilitas 
pelayanan yang ada di desa dengan di 
kota, atau yang ada di negara-negara 
berkembang dengan negara m<!.ju. 

Dibandingkan dengan penduduk 
kota, dengan mudah dapat dis usn daftar 
panjang kekurangan penduduk pede-
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saan akan fasilitas- fasilitas pelayanan 
semacam; kesehatan dan pendidikan, 
suplai air bersih, listrik, energi, informa­
si, jalan,.transportasi, pasar dan lembaga 
keuangan , dan seterusnya. Melalui 
analisa pcnyebab dan pengaruh dari ke­
ragaman pelayanan yang ada serta pola 
yang muncul, telah melahirkan teori­
teori seperti: location theory dari Von 
Thunen, rank-size rule yang dikem­
bangkan oleh Felix Aurbach, dan The 
christaller central place model serta 
pengembangannya oleh August Losch 
(Hagget, 1972). Dengan menginventa­
risir karakteristik fasilitas pelayanan 
yang ada, dapat distrukturkan suatu 
hlrarki wilayah, (paling tidak tiga lapis 
hirarki), yang terdiri atas regional cities, 
district towns, dan lovality towns 
(ESCAP, 1972). 

Artikel Jni tak ctimaksudkan untuk 
mengarah pada metode hirarki, tidak 
pula memusatkan pada st~di tentang 
pusat-pusat pelayanan, tetapi mencoba 
menaksir hampiran yang sesuai untuk 
mengindentifikasi tingkat perkembang­
an pelayanan di daerah pedesaan. Da­
lam hal ini, dikandung maksud mem­
berikan masukan bagi perencanaan ke­
giatan sektoral melalui prioritas pe­
n~embangan. 

Perkembangan Wilayah Dan Pertum­
buhan Pelayanan 

Keberadaan fasilitas-fasilitas pela­
yanan di suatu,-daerah, dipandang dari 
pendirian awalnya dapat merupakan 
fungsi dari kebijakan peqterintah 
(policy function) atau perkembangan 
yang dilakukan masyarakat sendiri 
(autonomous/non-policy function) . 

Perkembangan pelayanan secara 
antonomous tampaknya berlangsung 
lebih dahulu dibanding perkembangan 
dengan intervensi pemerintah . 
Pelayanan tersebut tumbuh bersesuaian 
dengan potensi perkembangan wilayah 

yang ada. Untuk berbicara lebih jauh 
tentang hal ini, tak bisa dielakkan untuk 
meninjau sejarah. 

Telah umum diketahui bahwa perta­
nian merupakan tahap pertama kegiatan 
ekonomi dan karenanya lahan merupa­
kan basis dari ekonomi, kultur, struktur 
keluarga dan politik. Berkaitan dengan 
hal tersebut, pemukiman-pemukiman 
awal tumbuh secara spontan di daerah 
dataran rendah yang potensial untuk 
pertanian didukung oleh ketersediaan 
fasilitas pengairan (sungai). Pertumbuh­
an pertanian menarik tumbuhnya pela­
yanan yang masih berkaitan dengan ke-

. giatan dan produksi pertanian. Seiring 
dengan berjalannya waktu, daerah ter­
sebut makin berkembang dan meluas 
dengan kegiatan dan fasilitas pelayanan 
yang lebih beragam. Kemudian diperlu­
kan intervensi pemerintah untuk meng­
atur k~pentingan masyarakat banyak, 
memberikan rangsangan dan peng­
awasan, mencukupi kebutuhan akan 
fasilitas pelayanan serta mengem­
bangkan pelayanan masyarakat yang su­
dah ada. 

Perkembangan pelayanan oleh ma­
syarakat secara autonomous pada awal­
awalnya agak cenderung mempunyai 
orientasi sosial. Dewasa ini pelayanan 
yang tumbuh lebih bersifat komersil. 
Meskipun demikian, ada kesamaan da­
lam pendorong tumbuhnya yaitu untuk 
mencukupi kebutuhan masyarakat akan 
pelayanan sosial dan ekonomi. 

Perkembangan pelayanan yang 
didasarl oleh fungsi kebijakan peme­
rintah (policy function) bisa sebagai 
kelanjutan dari perkembangan yang di­
lakukan oleh masyarakat atau pel)g­
adaan fasi!itas pelayanan baru yang be­
tum ada di suatu daerah. Pada umumnya 
ada kerenderungan bahwa daerah yang 
telah terbentuk sebagai pusat-pusat pe­
layanan (daerah urban), menyerap le­
bih banyak investasi dan in!,.crvensi pe­
merintah jika dibandingkan"&ngan dae­
rah sub-urban atau pedesaan. Di daerah 
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urban kebutuhan akan fasilitas pelayan­
an dan infrastruktur secara kualitatif 
dan kuantitatif tumbuh secara lebih 
cepat jika dibandingkan dengan orde 
wilayah yang lebih rendah. Esensinya, 
pembangunan ekonomi di suatu daerah 
akan sating mengait dengan perkemba­
ngan fasilitas pelayanan pertumbuhan 
ekonomi daerah membutuhkan du­
kungan pengadaan dan perluasan pela­
yanan. Ketersediaan pelayanan tersebut 
pada gilirannya akan menstimulier per­
kembangan ekonomi lebih lanjut. Ka­
renanya, kebijakan pembangunnan 
wilayah berjalan bersama-sama _dengan 
penyediaan pelayanan sosial, ekonomi 
dan infrastruktur. 

Pembicaraan ini mempunyai impli­
kasi bahwa meskipun kerangka kebijak­
an pembangunan nasional meletakkan 
prinsip pemerataan termasuk pemera­
taan distribusi pelayanan, mesti disadari 
bahwa kesenjangan orde wilayah akan 
te tap muncul. lni dikarenakan tidak se­
tiap pelayanan fisibel untuk setiap dae­
rah. Hal ini merupakan salah satu faktor 
penyebab berlanjutnya migrasi desa­
kota. Pada akhirnya, daerah tujjuan mi­
grasi mcmerlukan lebih banyak investasi 
untuk mcmperluas dan menambah fasi­
litas pelayanan untuk para migran ter­
schut. 

Pentingnya Kejelasan Konsep 

Pengelompokan pelayanan dalam 
kategori sosial dan ekonomi perlu untuk 
dijelaskan. Dalam banyak kasus, fasilitas 
pelayanan nampak mempunyai kom­
ponen sosial dan ekonomi sehingga sulit 
untuk mcmbedakannya. Fasilitas pen­
didikan, sebagai misal, dapat berpen­
garuh terhadap pembangunan ekonomi 
dcngan menghasilkan tenaga kerja ber­
kcahlian. Tetapi, fasilitas pendidikan ju­
ga mengandung keuntungan sosial bagi 
mcreka yang mendapatkannya. Untuk 
pcngelompokan ini, Conyers (1982) 

menyarankan untuk menekankan pada 
aspek impUkasi yang jelas atau impli­
kasi langsung dari pelayanan tersebut. 

Meskipun demikian, sejumlah aspek pe­
layanan cukup membingungkan untuk 
dikelompokan dalam kedua kategori 
(sosial atau ekonomi) tersebut karena 
implikasi langsungnya dipandang tidak 
jelas, yaitu: jalan, transport, suplai air, 
energi, listrik dan sebagainya. Akan 
tidak menjadi masalah jika pelayanan 
tersebut dibangun untuk tujuan terten­
tu. Suplai air bisa untuk irigasi atau air 
minum domestik. Dalam kasus tersebut 
implikasinya jelas. Kalau tidak, satu sur­
vai tentang implikasi utama yang di­
akibatkan oleh fasilitas pelayanan perlu 
dilakukan untuk sampai pada penemu­
an apakah fasilitas pelayanan tersebut 
lebih merupakan fungsi sosial a tau eko- . 
nomi. Meskipun demikian, alternatiflain 
bisan ditempuh yaitu dengan membuat 
tambahan kelompok yaitu pelayanan 
infrastruktur atau pelayanan pendu­
kung sosial ekonomi. 
· Penting untuk dicatat bahwa studi 

tentang pelayanan masyarakat sebaik­
nya dikaitkan dengan perencanaan 
untuk kegiatan sektoral. Karenanya pen­
ling untuk membuat spesiflkasi pela­
yanan dalam sektor-sektor yang sesuai 
dengan kelembagaan pemerintah yang 
ada. Menyajikan sebuah index perkem­
bangan pelayanan suatu daerah hanya 
berguna untuk penaksiran perkembang­
an pelayanan secara umum, tetapi sulit 
diserap oleh instansi sektoral untuk di­
tindaklanjuti. 

Ketidak-jelasan dan kesalah-paham­
an juga muncul dalam menentukan apa­
kah satu aspek merupakan fungsi pela­
yanan atau fungsi kegiatan. Sebuah pa­
brik atau industri pedesaan secara gam­
pang dapat dihiturig sebagai ~layanan 
ekonomi, meskipun sebetulnya kedua­
nya merupakan fungsi kegiatan seperti 
halnya kegiatan pertanian, karyawan, 
dan semacamnya. Satu hal yang jelas 
adalah pelayanan berkaitan dengan 
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kelemb:Ulaan. Sumber daya alam dan 
manusia, produksi dan kegiatan bukan­
lah pelayanan. Meskipun deligan meng­
kombinasikan fasilitas pelayanan 
de-ngan aspek-aspek lainnya dapat 
diterapkan sebagai indikator untuk 
menaksir tingkat perkembangan wilayah 
(lTC, 1988). 

Mencari Parameter Pelayanan Yang 
Kuat 

Cantumkan gedung bioskop pada 
daftar fasilitas pelayanan pedesaan 
untuk stucli pengembangan wilayah da­
sar, hasilnya akan no) untuk situasi dae­
rah pedesaan seperti Indonesia. Pada 
saat sampai pada pengolahan dan ana­
lisa data keadaan tersebut dengan mu­
dahnya ditafsirkan sebagai tingkat per­
kembangan pelayanan yang rendah. Ke­
mudian rekomendasi diajukan untuk 
mengadakan fasilitas hiburan dalam 
bentuk gedung bioskop di daerah 
pedesaan tersebut. Rekomendasi ter­
sebut tampaknya tidak akan mendapat­
kan · respon. Tanpa studi kelayakan, 
hanya dengan awang-awang analisa un­
tung-rugi, proyek tersebut tidak layak 
dilaksanakan. Setiap orang mengingin­
kan semuanya, tetapi tidak setiap orang 
mampu menggunakan semuanya. Di 
balik fasilitas pelayanan, ada per­
syaratan minimum untuk menjamin 
kelangsungan hidup fasilitas pelayanan 
tersebut. Ada biaya yang perlu ditang­
gung untuk menjadikan pelayanan tetap 
bertahan. Karena itu, mengenali karak­
terlstik umum daerah merupakan sa­
lah satu hal yang penting dalam memilih 

. parameter. 

Aspek penting lainnya adalah me­
ngetahui karakteristik pelayanan. Ada 
program atau proyek pemerintah yang 
didistribusikan merata sebagai fungsi 
dari daerah atau jumlah penduduk. 
Dalam kaitan ini, ada kemungkinan 
bahwa variasi yang muncul kecil atau 

mungkin sama antara satu dengan desa 
yang lain. 

lstilah fasilitas pelayanan dasar me­
rupakan konsep yang relatif yang ber­
hubungan dengan perkembangan wila­
yah. Di daerah yang maju perkemban­
gannya, suatu pelayanan dapat dikelas­
kan sebagai pelayanan dasar sementara 
di daerah yang kurang berkembang fasi­
litas tersebut bukan pelayanan dasar. 
Mengingat perencanaan pembangunan 
merupakan proses yang kontinyu untuk 
membawa peningkatan (Conyers, 
1985), sebaiknay menggunakan pula pe­
layanan yang sed,ikit lebih tinggi dan di­
masukkan dalam kriteria pelayanan da­
sar. Pembahasan sub-sub ini diarahkan 
untuk menandai hampiran dalam pe­
milihan parameter pelayanan yang kuat 
sehingga studi akan memberikan ja­
waban daerah mana yang harus dibantu, 
deng'an referensi karakteristik daerah 
yang kurang lebih sama yang disebut 
sebagai pedesaan. 

Metode Penaksiran Perkembangan 
Pelayanan 

Tiga metode pengukuran dikaji di 
sini, dari metode yang agak kasar ke 
yang agak halus. Metode-metode terse­
but adalah : ketersediaan pelayanan 
(service availability), jumlah keter­
sediaan pelayanan (size of service 
availability) dan fungsi pelayanan yang 
tersedia (the function of se·ivice 
availability) . 

Metode ketersediaan pelayanan 
merupakan metode yang agak kasar 
untuk menaksir perkembangan 
pelayanan di suatu daerah yaitu dengan 
menc~tat ada atau tidaknya suatu fasi­
litas pelayanan di suatu daerah. Satu 
jenis pelayanan yang ada akan menda­
patkan nilai 1 dan yang tidak akan men­
dapatkan nilai 0. Metode j n! dikenal se­
bagai Gutman's ' Scaling dalam peng­
ukuran hirarki wilayah (ESCAP, 1979). 
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Metode 101 tidak mempertimbangkan 
kepemingan relatif dari pelayanan dan 
juga tidak memperhitungkan jumlah pe· 
layanan yang tersedia. 

Metode jumlah ketersediaan pe­
layanan, seperti ditunjukkan oleh na­
manya, menghitung jumlah total unit 
tiap jenis pelayanan yang ada. Penger­
tian 'ada' yang dalam metode keter­
sediaan mendapat nilai 1, dalam metode 
ini dilacak lebih jauh. Selain 1, ia bisa 2 
atau 3 tcrgantung jumlah unit yang ada. 
Metode ini disebut juga metode scalo· 
gram (Roy et all, 1977). 

Metode fungsi pelayanan yang 
tersedia mencakup keterscdiaan, jum­
lah ketersediaan, kapasitas potensial, 
penggunaan yang berlangsung (the ac­
tual usage), dan beban terhadap poten­
si pengguna (load of potential users) . 
Kctersediaan dan jumlah ketersediaan 
telah didiskusikan di atas. Kapasitas 
potensial menunjukkan kharakteristik 
yang mel'idukung tiap fasilitas pelayanan 
yang ada. Kapasitas penyimpanan pro· 
duk pertanian, sebagai contoh dapat di· 
ek$presikan dalam volume bangunan 
penyimpanan. Pelayanan kesehatan 
masyarakat dapat digambarkan kapa­
sitasnya dari, misalnya, jumlah dokter, 
jumlah paramedis dsb. 

Penggunaan yang berlangsung 
menunjukkan jumlah pengguna sebe· 
narnya dari pelayanan tertentu. Dalam 
hal ini rasio dari jumlah pengunjung tiap 
unit PUSKESMAS, jumlah pasien per 
dokter, jumlah pasien per paramedis, 
serta jumlah pengguna kredit per bank 
unit desa atau KUb menggambarkan.,ls­
tilah tersebut. 

Dalam hal dijumpai hambatan untuk 
mendapatkan informasi statistik dari 
pengguna fasilitas pelayanan, dapat di­
gunakan pendekatan yang lebih umum 
beban pelayanan dari pengguna paten­
sial (the load of potential users). 
Dalam metode ini, parameter yang lebih 
luas digunakan, misalnya jumlah pen­
duduk desa, jumlah petani, jumlah pa-

sangan usia subur, dst. Potensi peng· 
gunaan terhadap pelayanan ditujukan 
oleh misalnya jumlah petani per jumlah 
toko yang menjual Saprotan (Saranan 
produksi pertanian) pertanian, jumlah 
penduduk per unit PUSKESMAS, jumlah 
pasangan usia subur per klinik KB dst. 

Membobot: Hampiran Efektivitas 
Pelayanan 

Pembobotan diterapkan untuk 
membedakan nilai jenis pelayanan yang 
sama tetapi mempunyai tingkatan yang 
berbeda. Pasar harian dan pasar ming­
guan, misalnya, bisa diberikan bobot 
yang berbeda karena implikasinya ter­
hadap kegiatan ekonomi penduduk bisa 
berbeda. Pasar harian f>isa dinilai lebih 
tinggi (misalnya 4) dari pasar mingguan 
(misalnya 2). Fasilitas kesehatan yang 
terdiri dari pos pensuplai otJat-obatan, 
poliklinik kecil, poliklinik dengan dok· 
ter, dan rumah sakit umum regional di· 
bedakan dengan memberi bobot ma­
sing-masing 1, 2, 3, dan 5 (BAP· 
PEDA/IDAP. 1984). Sistem pembobotan 
yang dilakukan dalam Mahaweli Ganga 
Project memberi skor dengan bobot 
yang gradual untuk masing-masing jenis 
pelayanan yaitu 1, 2, dan 3. Pendidikan 
yang terdiri dari Sekolah Menengah Per· 
tama dan sederajat, Sekolah Menengah 
Atas dan sederajat, serta universitas dan 
sederajat diberikan bobot skor masing­
masing 1, 2, dan 3 (ESCAP. 1979). 

Metode pembobotan yang diterap· 
kan oleh IDAP (1985) membedakan de· 
rajat pelayanan sesuai dengan modal pe· 
merataan sosial dan pertumbuhan eko­
nomi. Setiap fasilitas pelayanan menda­
patkan dua nilai yang berbeda ber­
dasarkan derajat peranan pelayanan da­
lam pemerataan sosial atau ~tumbuh· 

an ekonomi, niisalnya: dalam model pe­
merataan sosial pasar harian dan pasar 
mingguan mendapatkan skor berbobot 
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5 dan 6, dalam model pertumbuhan eko­
nomi mendapatkan nilai 4 dan 5. 

Meskipun metode pembobotan 
yang berbeda seperti telah didiskusikan 
menghasilkan nilai yang berbeda, titik 
pangkal pada umumnya dapat dikenali 
yaitu nilai yang ada menggambarkan 
keefektivan suatu jenis pelayanan ter­
tentu dalam mencapai misi yang telah 
dirumuskan. 

Memberl Priotitas: Kontrol Variabel 
Perlu 

Untuk tujuan pembandingan, nilai 
(rasio atau absolut) dari jensi- jenis pe­
layanan yang ada pada tiap unit daerah 
perh.i dijumlahJ<an. Penjumlahan bisa 
dilakukan secara bertahap. Dimulai dari 
sub-total untuk fasilitas pelayanan ter­
tentu, sub-total pelayanan per sektor, 
sub-total pelayanan menurut kelompok 
palayanan utama (major service 
group) dan akhimya total keseluruhan 
Iasllltas p e1ayanan . '0-n'>.-u't.. tft-""fu"m..~~~"S 

an an tar daerah, baik nilai rasio maupun 
absolut tersebut pada tahap pertama 
(menurut pelayanan khusus) perlu di­
bagi dalam kelas-kelas tertentu. Misal­
nya dibuat tiga kelas dengan skor I, II 
dan III yang mewakili kategori daerah 
yang kurang berkembang (backward); 
cukup berkembang (intermediate) dan 
maju (developed). Pada tahap selanjut­
nya, nilai skor tersebut dijumlahkan 
untuk kemudian dibuat skor baru (re­
scoring) sesuai dengan jumlah kelas dan 
kategori yang telah ditentukan. Berda­
sarkan hasil pengkelasan dan pengkate­
gorian inilah dapat dimunculkan reko­
mendasi prioritas pengembangan (de­
velopment priority) pelayanan di pe­
desaan. 

Prioritas tersebut dapat dipertajam 
lebih jauh dengan meninjau aksesibi­
litas penduduk terhadap pelayanan. Ak­
sesibilitas ini dapat untuk menerangkan 
hasil-hasil yang menimbulkan tanda ta-

nya. Dimungkinkan bahwa desa yang 
termasuk maju, mempunyai tingkat 
perkembangan pelayanan yang sam a de­
ngan desa yang tingkat sosial ekono­
minya kurang. Hal ini bisa disebabkan 
oleh dekatnya desa yang maju ke kota 
kabupaten atau kecamatan. Karenanya, 
fasilitas pelayanan tertentu yang tidak 
tersedia di desa tersebut, dapat dijang­
kau dari pelayanan kota kecamatan atau 
kabupaten yang dekat. 

Aksesibilitas dalam studi ini men­
cakup aksesibllitas internal dan akse­
sibilltas eksternal. Aksesibilitas inter­
nal dibatasi pada akses terhadap pela­
yanan didalam batas administrasi yang 
tergantung tingkat studinya. Disarankan 
untuk mengukur jarak dari pelayanan 
yang ada terhadap kelompok pemukim­
an terjauh ( dalam studi tingkat dcsa, 
jarak bisa dihitung terhadap pedukuhan 
terjal.ih). Dapat diasumsikan bahwa se­
makin jauh jaraknya semakin rendah ak­
sesibilitasnya sehingga skornya rendah. 
Karenanya prioritas pengembangan se­
m_e.s.ti.n.v,a di..berikan Qada daerah yang 
rendah aksesibilitas internalnya. 

Aksesibilitas internal merujuk pada 
akses terhadap pelayanan yang ada di 
luar daerah studi. Untuk mengukur ja­
rak, adalah lebih sesuai untuk mcng­
gunakan pelayanan eksternal terdekat 
yang sering atau biasanya digunakan. 
Jaraknya diukur pula dari pemukiman 
terjauh terhadap pelayanan terdekat. 
lni merefleksikan bahwa semakin jauh 
pelayanan eksternal semakin rendah ak­
sesibilitas eksternalnya, dan karena itu 
prioritas pengembangan pelayanan pe­
desaan seharusnya diberikan pada dae­
rah ini. 

Pembahasan dalam artikel ini ,"dapat 
dituangkan dalam sebuah sekuen ske­
m ti~ seperti berikut ini: 
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SCEMATIC SEWUENCE ON THE STUDY OF RURAL BASIC 
SERVICE DEVELOPMENT 

Non-goverment General 
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i 
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I 

Specification of service facility in line with govermcnt 
sectoral (departcment) institutions I 

l l . l : 
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Education Bank/Co- portation Sectoral 
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Water Etc. I 
fu i 
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The selection of basic service parameter by considering: I. 

-

Rural Basic 
Service 

DEVELOPMENT 
PRIORilY 

• 

the ch.,actcri"irf area and the ,:h"(!'CtCri .. ic Of the 'eice facility 

Assessment Method : I 
Availability: the absence and p£esence of service 

facilities, 
Meighted 
Clas . .<•ed 
Scored 

Re-scored 

Controlled by: 

S1ze of Availability : and the size of the presence 
services· 

Function of Availability : and the potential capacity, 
the actual usage, and the load of potential users 
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Contoh Kasus Studi Derah lstimewa­
Yogyakarta 

Studi pengcmbangan pelayanan so­
sial dasar di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dilaksanakan melalui kerja­
sama an tara Fakultas Geografi UGM dcn­
gan Bappeda Propinsi DIY. Studi di­
arahkan untuk menilai fungsi pelayanan 
yang ada di 31 desa yang kurang. Pende­
katan fungsi pelayanan tersebut dida­
sarkan pada kapasitas potensial fasilitas 
pelayanan, penggunaan fasilitas pela­
yanan yang telah berlangsung (the ac­
tual usage) beban pelayanan tersebut 
terhadap potensi pengguna yang ada 
(the potential user). Pendekatan ini 
dikombinasikan sesuai dengan kcterse­
diaan data penggunaan fasilitas pela­
yanan. 

Dalam pemiksiran fungsi fasilitas pe­
layanan, perlu dilakukan pcrhitungan 
rasio jumlah pengguna terhadap jumlah 

· unit fasilitas pelayanan. Dengan menge­
tahui nilai rasio tertinggi dan terendah 
atau pengelompokan (clustering) nilai 
rasio tersebut, masing- masing unit ana­
lisis (desa) dapat dikelompokkan dalam 
tiga kelas dengan skor 1, 2, dan 3 yang 
menunjukkan kategori fungsi pelayanan 
kurang, sedang dan baik. Implikasi dari 
pengkategorian ini adalah pada derajat 
prioritas pengembangan. Dengan kata 
lain prioritas pengembangan lebih Ian­
jut adalah pada suatu fasilitas pelayanan 
dengan skor satu atau kategori . fungsi­
nya kurang. 

Sedang untuk unit analisis yang ti­
dak mempunyai unit pelayanan terse­
but, akan mendapat nilai 0 (nol) . Mes­
kipun demikianj, hal tersebut tidak ha­
rus berarti bahwa kebijakan harus mem­
beri prioritas pengembangan pada desa 
yang belum mempunyai satu fasilitas pe­
layanan, perlu dilihat terlebih dahulu 
apakah desa tersebut dilayani oleh desa 
lain yang jaraknya relatif dekat. 

Dalam analisis ini dibedakan tiga pe­
layanan utama yang mencakup: 

1. Pelayanan sosial · 

2. Pelayanan ekonomi, dan 

3. Infrastruktur pedesaan 

Masing-masing pelayanan utama ter­
sebut tersusun atas fasilitas-fasilitas pe­
layanan yang lebih spcsifik sebagai ber­
ikut: 

1. Pelayanan Sosial 

1. Pendidikan : TK,. SD, SMP,· dan 
SMA 

2. Kesehatan : PUSKESMAS, PUS­
KESMAS Pembantu, PUSKESMAS 
Rawat Tinggal dan Tempat Prak­
tek Paramedis 

3. Keamanan : Gardu Roda dan 
Hansip 

4. Keagamaan : Tempat lbadah 
5. Administrasi dan Penunjang Pem­

bangunan : Kader-kader Penggc-
• rak Pembangunan dan Pamong 

Desa. 
6. Informasi : Rumah Tangga de­

ngan 1V. 

2. Pelayanan Ekonomi 

1. Keuangan : Bank dan KUD 
2. Pemasaran dan Perdagangan: Pa­

sar dan KiosfToko 
3. Pasca Panen : Penjemuran, Peng­

gudangan dan Penggilingan 
4. Reparasi : Mesin dan Elektronik 

3. Infrastruktur Pedesaan 

1. )alan :)alan aspal dan diperkeras 
yang dapat dilalui kendaraan be­
roda empat, 

2. Sambungan Listrik : Rumah Tang­
ga dan Dusun · 

Seperti telah disinggung di atas, 
-pendekatan untuk analisis fungsi "pela­
yanan adalah melalui penghitungan be­
sa"'1J rasio jumlah pengguna suatu fasi­
litas penggunaan pelayanan yang telah 
berlangsung atau rasio potensi peng­
guna terhadap suatu fasilitas pelayanan. 
Untuk penghitungan rasie:;' ·ini perlu ter-
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r. 

lrbib dahulu diidentifikasi indikator 
yang dapat mencenninkan derajat fung· 
si :suatu faSilitas pelayanan, yang berarti 
pula akan mempermudah dalam mema­
bami nilai-nilai rasion yang ada. 

Tabel berikut ini memberikan infor­
masi tentang variabel-variabel pelayan· 
an, indikator dan penggunaan indikator 
dalam analisis fungsi pelayanan. 

Tabel Pendekatan Analisis Fungsi Pelayanan Sosial dan Ekonomi 
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 

No. Variabel lndikator Pendekatan Keterangan Metode 
Pelayanan yang digunakan terhadap fungsi 

I. PEI.AYANAN 
SOSIAL 

I. Administrasi jumlah Pamong Desa, Pa· Pamong SMA+/ Semakin besar nilai rasio, Kapasitaa 
dan Penunjang mong Pendidikan .SMA+ , Jumlah Pamong semakin baik fungsi pela· potensial 
jang Pemban· jumlah Rumah langga yanan tersebut 
ngunan Jumlah Kader/ Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 

jumlah RT semakin baik fungsi pela- pot en sial 
yanan te rsebut 

2. i'endidikan jumlah kelas, guru, dan Murid/kelas Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
murid TK. SO, SMP dan semakin kurang fungsi akrual 
SMA pelayanan te rsebut 

3 Kesehata il Jumlah dokte r, paramt:· Pengunjung/ Semakin besar nilai rasio, Penggt~naan 

dis dan pengunjung Pus· dokter semakin kurang fungsi akrual 
kesmas Rawat Tinggal, pelayanan te rsebut 
Puskesmas Pembanru Pengunjung/ Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
dan Tempat Praktek paramedis semakin kurang fungsi akrual 
Paramt:dis pelayanan tersebut 

4. Kf'amanan Jumlah dusu, gardu ron- Gardu ronda/ Semakin besar nilai rasio, Kapasitas 
dan dan anggota Hansip dusun semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan tersebut 
Hansip/dusun Semakin besar nilai rasio, Kapasitas 

semakin baik fungsi pela- pontensial 
yanan tersebut 

s. Keagamaan Kapasitas tern pat ibadah, Kapasitas te rn- Semakin besar n ilai rasio, Penggunaan 
jumlah penganut pat ibadah/Jum· semakin baik fungsi pela- pontensial 

lah penganut yanan tersebut 

6. lnformasi Rumah tangga memiliki Rumah ber 1V / Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
lV, jumlah RT RT semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan tersebut 

II. PEI.AYANAN 
. 

EKONOMI 
I. Keuangan for- Jumlah Bank, jumlah jumlah Penggu· Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 

mal LUD, dan jumlah peng- na/Bank semakin baik fungsi pela- Akrual 
guna (nasahah) yanan tersebut 

Jumlah Penggu- Semakin besar nilai l)lSio, Penggunaan 
na/KIJD semakin besar fyngsi pela- Akrual 

yanan tersebut 
2. Pemasaran- KUD dan Non-KUD jumlah peda· Semakin bes~ dilai rasio, Pengg)ID!l&n 

Pe rdagangan menjual saprotan , jum- gang pasar/RT semakin bail( fungsi pel a- ·potensral 
lah pedagang pasar, yanan tersebut 
jumlah RT, jumlah RT 
tani jumlah KlJD sa- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 

protan/RT tani se makin baik fungsi pela- potensial 
y-.tnan te rsebut 
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LANjlJfAN 

No. Variabel lndik\ltor Pendekatan Kete rangan Metod,. 
Pelayanan yang d igunakan te rhadap fungsi 

jumlah Non Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
KUD saprota/ semakin baik fungsi pela· pot,.nsial 
RT tani yanan te rsebut 

~ - Pasca Pane n Luas lantai penjemuran Lantai penjemu- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
kapasitas gudang, kapa- muran/RT tani sentakin baik fungsi pela- pote nsial 
sitas "penggilangan yanan tersebut 

Kapasitas gu- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
dang/RT tani · semakin baik fungsi pel a- potensial 

yanan tersebut ' 

4. Reparasi Unit reparasi mesin, Unit reparasi Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
elektro nik, jumlah RT mesin/RT semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan te rsebut 
Unit rep. e lek- Semaiin besar nilai rasio, Penggunaan 
tro/ RT semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan te rsebut 
Ill. INFRASTRUK-

TUR PEDESA-
AN 

I. Jalan Parii•"g jalan aspal, di- Panjang jalan/ Semakin besar nilai rasio, Kapasitas 
perkeras, lua.s wilayah luas wilayah semakin baik fungsi pe la- potensial . 

yanan tersebut 

2. - Listrik Rumah tangga dengan RT dengan lis- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
sarnbungan listrik, dan trik/RT SefllJlkin baik fungsi pela- potensial 
dengan listrik, jumlah yanan ten ebut 
dusun, RT. 

Dusun dengan Semakin besar nilai ra.sio, Penggunaan 
listrik/dusun semakin baik fugnsi pela- potensial 

Hasil studi memberikan gambaran ten­
tang tingkat perkembangan pelayanan 
dasar di desa-desa sampel, dari pela­
yanan khususnya misalnya dapat diiden­
tifikasi kekurangan maupun kecukupan 
guru, murid, ruang kelas, maupun unit 
pelayanan sekolah dasar. Kekurangan 
maupun kecukupan parriong desa ber­
pendidikan ntenengah atas, dsb. Pela­
yanan yang bersifat sektoral misalnya 
keadaan fasilitas pelayanan kesehatan, 
pendidikan, keagamaan, dsb. Untuk 
pelayanan menurut kelompok utama 
pelayanan dapat ditunjukkan keadaan 
pelayanan jika dibandingkan desa yang 
lain. Akhirnya secara induktif dapat 
digambarkan tingkat perkembangan 
pelayanan secara umum masing-masing 
desa sampel. 

yanan tersebut 

Kesimpulan 

Studi untuk menaksir perkembang· 
an pelayanan pedesaan menawarkan 
kesempatan yang luas untuk menerap· 
kan berbagai konsep dan metode . 

Meskipun demikian, dituntut ada­
nya argumentasi yang jelas dan rasional 
yang mendukung metode dan konsep 
terscbut. Hal ini disebabkan banyaknya 
aspek yang secara langsung maupun tak 
langsung berkaitan dengan fungsi pela· 
yanan, dan perlu untuk dipertimbang· 
kan secara seksama. Hal yang penting 
untu~imunculkan dari studi ini adalah 
kemampuannya untuk menunjuk titik 
lemah dalam j>elayanan pedesaan agar 
ditindak-lanjuti oleh pere)lcanaan ke· 
giatan instansi sektoral. 
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PERENCANAAN PEIAYANAN SOSIAL DI PEDESAAN: 
SEBUAH TINJAUAN TEORITIS 

Oleb: Djarot S. Wtdyatmoko 

Abstract 

Nowadays, the comprehensive and integrated rural development concept 
bas been considered as the right approach in order to combat the root of rural 
poverty. By its main concern on area planning, 1 ,e the availability of planning 
apparat~s at local (regional) level, comprehensive local (rural) resource 
analysis, and multi-disciplinary approach, its is expected that the weaknesses of 
centra,lized planning which, .among others, concentrates on economic growth can 
be reduced or even eliminated. This paper tries to explain the place of social 
service planning in the rural development concept above. The apporacb used is 
by discussing the place of service planning in the national development policies; 
collective de(:ision making system, especially related to planning procedure and 
process; and social service problems in rural areas. 

Intisari 

Dalam perkembangannya, konsep pembangunan pedesaan yang kompre­
bensif dan terpadu dipandang sebagai pendekatan yang paling jitu didalam 
usaba memerangi kemiskinan di pedesaan. Dengan ciri perencanaan yang 
bersifat kedaeraban, yattu tersedtanya perangkat perencanaan pada tit'gkat 
lokal, analisa -sumberdaya pedesaan yang kompreh~if dan multi-disipliner, 
dibarapkan ke~ban strategi pembangunan yang terpusat dan lebib memerz.. 
tingkan pertumbuban ekonomi dapat diatasi. · Tulisan ini bertujuan untuk 
mengetabui kedudukan perencanaan pelayanan sosial dalam konteks pemba­
ngunan pedesaan tersebut di atas. Pendekatan yang digunakan adalab dengan 
membabas kedudukan perencanaan pelayanan di dalam kebijaksanaan petrV 
bangunan nasional yang dtlaksanakan pemertntab pusat; sistem pengambilan 
keputusan kolektif, terutama yang berkaitan tiengan proses perencanaan dan 
prosedurnya; dan keadaan dan pennasalaban pelayanan sosial di daerab 
pedesaan. 

Pendahuluan 

Perencanaan pelayanan sosial di 
daerah pedesaan akhir-akhir ini telah 
menarik perhatian banyak para ahli dari 
berbagai disiplin ilmu. Hal ini terutama 
disebabkan oleh, di satu pihak keke­
cewaan yang mendalam terhadap hasil-

hasil pembangunan pacta dua dasawarsa 
yang lalu (terutama 1960 dan 19~0-an) 
yang lebih menekankan pacta pemba­
ngunan ekonomi semata dengan me­
ninggalkan aspek-aspek sosial j!luh di 
belakang. Di pihak lain, timbulnya suatu 
kesadaran urn urn dan . perhatian yang 
mendalam terhadap pe~~dekatan yang 
komprehensif terhadap perencanaan 
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pembangunan yang melibatkan aspek· 
aspek sosial-budaya, politik, dan 
lingkungan di samping pembangunari 
ekonomi itu sendiri. Maksud dan tujuan 
penulisan makalah ini adalah ingi~ me· 
lihat sampai seberapa jauh pengaruh 
pandangan baru tersebut terhadap pe· 
rencanaan pelayanan sosial secara 
umum dan prakteknya di daerah pe­
desaan. 

Untuk mem_permudah pemahaman 
isi makalah ini akan dibagi menjadi tiga 
bagian. Pada bagian pertama perhatian 
ditujukan pada konsep pembangunan 
pedesaan dan hal-hal yang berkaitan de­
ngan aspek perencanaannya. Bagian 
kedua membahas ,arti dan lingkup pe­
rencanaan pelayanan sosial, dan bagian 
ketiga, yang merupakan inti pemba­
hasan, membahas posisi perencanaan 
pelayanan sosial di dalam konsep pem­
bangunan peclesaan. Sebagai penutup, 
pada bagian akhir dari makalah ini diisi 
olch kesimpulan-kesimpulan dari materi 
pembahasan. 

Pembangunan Pedesaan 

1. Arti dan perkembangannya 

Konsep pembangunan pedesaan se­
benamya telah ada dan dipahami oleh 
para pakar pembangunan sejak lama. 
Namun, kehadirimnya menjadi lebih 
penting tatkala pembangunan nasional 
di negara-negara sedang berkembang 
yang didasarkan pada pemacuan 
pertumbuhan ekonomi dan lebih 
berorientasi pada pembangunan sektor ·~ 
modem dan perkotaan pada dua . dasa 
w.irsa terakhir, tidak menunjukkan hasil 
yang nyata. Di sam ping itu, banyak pakar 
pembangunan berpendapat bahwa 
penekanan yang berleblhan terhadap 
pertumbuhan ekonomi juga akan men­
ghasilkan dampak yang tidak mengun­
tungkan . (leupolt (1975) sedikilnya 
mencatat enam dampak dari tipe pem­
bangunan yang demikian itu: 

pendapatan penduduk pedesaan 
yang sebenarnya tidak mengalami 
kenaikan, bahkan di beberapa ne­
gara mengalami penurunan. 

perbedaan pendapatan antara si 
kaya dan si miskin (termasuk juga 
dalam pengertian ini adalah wilayah) 
semakin melebar. 

. bagian penduduk pedesaan yang 
miskin justru menjadi lebih buruk 
keadaannya dengan rusaknya 
lingkungan sosial ekonominya yang 
masih bersifat tradisional. 

inflasi 

perbedaan antar dan di dalam wi­
layah yang mencolok menyebabkan 
arus migrasi besar-besaran dari 
daerah pedesaan menuju kota, dan 

sumberdaya alami banyak yang rusak 
(bahkan musnah). 

Dampak-dampak yang terjadi seper­
ti yang disebutkan di atas memba'Wa kita 
pada pertanyaan mengenai arti dan tuju­
an pembangunan yang sebenarnya. De­
was a ini, tampaknya telah ada 
kesepakatan yang tidak dapat diragukan 
kebenarannya, adalah bahwa tujuan 
akhir pembangunan adalah masyarakat 
yang adil-makmur, sejahtera lahir dan 
bathin yang semuz.nya ini tidak dapat 
dicapai hanya dengan mengandalkan 
kemajuan ekonomi semata. Dudly Seers 
(Conyers and Hill, 1984) telah meng­
adakan pengamatan yang jeli terhadap 
persoalan pokok pembangunan dan ia 
menyebutkan: 

"the question to ask about a 
country's development therefore: 
what has been happening to pover­
ty? ... what bas been happening to 
unemployment? . . . What bas been 
happening to inequality? . .. If all 
three of these has declined from 
high levels, then beyond doubt this 
has been aperiod of develdpment 
for the country concerned. If one or 
two of these central problems have 
been growing worse, especially if 

Forum Geografi, No. 08 Tahun V/Juli 1991 15 



all three have, it would be strange 
to call the result "development" 
even if percapita income doubled." 

Sebagai akibat dari pandangan ter· 
sebut di atas kini sudah jelas bahwa 
pembangunan harus dilihat melalui 
kacamata yang lebih luas dengan mem­
pertimbangkan faktor-faktor sosial 
budaya, politik, dan lingkungan di sam­
ping pembangunan ekonomi itu sendiri. 
Paling tidak, usaha pembangunan harus 
memperhatikan ketiga persoalan pokok 
pembangunan yakni kemiskinan, pe· 
ngangguran, dan ketimpangan yang 
masing-masing tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain. Kecenderungan ini mem· 
bawa kita pada pengertian pendekatan 
multi sektoral, komprehensif dan ter· 
padu terhadap pembangunan, dengan 
suatu harapan bahwa masyarakat yang 
adil-makmur, sejahtera lahir dan batin 
dapat diujudkan melalui pendekatan 
ini. 

Salah satu bagian dari pendekatan 
yang multisektoral, komprehensif, dan 
terpadu ini adalah pembangunan 
pedesaan. Bank Dunia mendefinisikan 
pembangunan pedesaaan (ESCAP, 
1979): 

" ... is a strategy design to improve 
the economic and social life of .. . 
rural poor .. . since ru1·al develop. 
ment is intended to reduce poverty. 
It must be clearly design to in­
crease 'production and raise 
productivity ... it is concerned with 
the modernization and monetiza­
tion of rural society and with its 
transition from traditional isola­
tion to integration with national 
economy. THe objectives or rural 
development, therefore extend 
beyond any particular sector. 
they encompass improved produc­
tivity, increased employment . ... as 
well as minimum acceptable level 

of food,' shelter, education, and 
health." 

Jadi, konsep ini mempunyai tujuan 
utama untuk meningkatkan kesejah· 
teraan masyarakat pedesaan dengan 
cara menjembatani jurang pemisah yang 
ada an tara sasaran produksi dan kondisi 
ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang 
ada (Leopolt, 1975). 

2. Ungkup Perencanaan 

Perlu diingat bahwa pembangunan 
pedesaan sebenamya adalah suatu stra­
tegl yang dirancang untuk membenahi 
kehidupan ekonomi dan sosial rna· 
syarakat pedesaan yang miskin, dan oleh 
karenanya perencanaan pembangunan 
pedesaan secara garis besar dapat di· 
definisikan sebagai suatu proses peru· 
musan, pelaksanaan, dan evaluasi dari 
strategi tersebut (Belshaw, 1977) . 
Deflnisi ini memang tidak menyebutkan 
secara rind aspek-aspek pokok yang 
mencirikan penting misalnya pada ting· 
kat yang mana perencanaan demikian 
ini memainkan perannya, bagaimana in· 
tegrasi!lya dengan perenca'llaan na· 
sional (oleh karena per definisi dika· 
takan bahwa tugas pokok pemba· 
ngunan pedesaan adalah mengikutscr· 
takan dan mengintegrasikan kehidupan 
pedesaan dalam kehidupan ekonomi 
nasional), bagaimana ·posisi dan peran 
pembangunan pedesaan di dalam struk· 
tur administrasi sehari-hari, pendekatan 
dan metodologi yang dapat digunakan, 
dan sebagainya, bel urn terjawab dengan 
sempuma. Salah satu indikasi yang da· 
pat dijadikan bahan pegangan adalah 
artikel karya Ian Living stone (1979) 
yang berjudul " On the concept of Inte· 
grated Rural Development Planing in 
Less Developed Countries". Di dalam 
arti~l ini ia berpendapat bahwa pem· 
bangtinan pedesaan adalah suatu ben· 
tuk perencanaan daerah (area 
planning).Perencanaan daerah adalah 
bagian dari per:encanaan -pada tingkat 
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kedua (secondary-level planning) di ba­
wah perencanaan pada tingkat pertama 

· (primary-level planning = yang ber· 
kaitan dengan perencanaan ekonomi· 
makro atau rencana-rencana ekonomi 

· dalam arti luas) dan di atas perencanaan 
pada tingkat ketiga (tertiery-level plan· 
ing = yang berkaitan dengan perenca­
naan proyek dan implementasinya). 

Ada empat hal yang mencirikan pe­
rencanaan daerah. Pertama adalah ciri 
kedaerahannya, yaitu perencanaan 
yang memperhatikan persoalan-per­
soalan daerah (=area focus planning). 
Kedua, perencanaan semacam ini mem­
butuhkan adanya perangkat perenca­
naan pada tingkat lokal. Di· 
bandingkan dengan perencanaan ver­
tikal atau sistem hirarki perencanaan 
nasional, perencanaan daerah dicirikan 
dengan organisasi horisontal yang me­
libatkan suatu derajat kerjasama antar 
departemen pada tingkat lokal, peren· 
canaan yang lebih menekankan pada 
proses yang bersifat kontinyu, dan lebih 
berorientasi pada implementasi (karena 
kedudukannya yang lebih dekat dengan 
perencanaan pada tingkat ketiga). Ke­
tiga, perencanaan daerah bukan meru­
pakan perencanaan yang hanya berisi 
idcntifikasi proyek-proyek, tetapi lcbih 
dari itu yakni perencanaan dengan 
analisa sumberdaya komprehensif 
sehingga dapat mcmberikan gambaran 
yang komprchensif dan terpadu men­
genai kemungkinan- kemungkinan pcm­
bangunan daerah. Hal ini bcrarti bahwa 
"rcncana" tidak selalu ditahapkan secara 
kaku (misalnya rencana 4 atau 5 tahun­
an) . Di dalam s1.,1atu rencana pemba· 
ngunan daerah skala waktu yang di· 
alokasikan untuk mcnggali lebih dalam 
potensi sumberdaya daerah seyogyanya 
tctap dipertahankan terbuka, sehingga 
dapat disajikan suatu rencana yang ber· 
sifat komprehensif mengenai sumber­
daya dasar yangdibutuhkan dalam pem­
bangunan dan tidak hanya sekedar ber­
isi kumpulan proyek-proyek sesaat. Ke· 

empat, oleh karena sifatnya yang multi­
sektoral, maka persyaratan pokok untuk 
dapat menghasilkan suatu analisa sum­
berdaya yang komprehensif dibutuhkan 
suatu rumusan rencana yang multi-dis­
iplin, dengan melibatkan tidak hanya 
pakar ekonomi dan pertanian saja, te­
tapi juga pakar kerekayasaan, agronomi, 
geografi, sosial,politik dan sebagainya. 
Pelaksanaan atau implementasi ren­
cananya pun melibatkan berbagai jenis 
kclembagaan baik pemerintah maupun 
swasta. 

Pendek kata, strategi pembangunan 
pedesaan merupakan strategi pemba­
ngunan daerah yang berorientasi pada 
peningkatan kualitas hidup masyarakat 
pedesaan yang miskin melalui usaha ke­
terpaduan baik antar sektor, antar lem­
baga (pemerintah dan swasta) maupun 
keterpaduan dengan rencana pemba­
ngunan nasional. Di bawah ini ada lima 
bidang utaina yang perlu mendapatkan 
perhatian di dalam perencanaan pem­
bangunan pedesaan (Leopolt, 1975): 

a. Pemerataan kesempatan untuk men­
dapatkan .dan pemanfaatan yang le­
bih efektif terhadap sumberdaya dan 
pelayanan, dan memperbesar ke­
scmpatan untuk memperoleh peker­
jaan sehingga penduduk pedesaan 
yang miskin dapat terlibat data·m 
proses pembangunan yang ada dan 
memperoleh manfaat dan keuntung­
an dari pembangunanjtu sendiri. 

b . Peningkatan produksi pertanian kc 
arah yang lebih tinggi, terutama 
peningkatan hasil panen para petani 
gurem (subsistance farmers) . Di 
samping itu, perlu ditingkatkan pula 
usaha-usaha konservasi sumbcrdaya 
alam dan penanggulangan kemero­
sotan mutu lingkungan. 

c. Menciptakan distribusi pendapatan 
yang lebih seimbang, termas~k~ juga 
keseimbangan produksi yang bersi· 
fat non materiel dan pembenahan 
ketahanan sosial. 
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·d. Membenahi pola konsumsi masya­
rakat, terutama masyarakat pedesa­
an yang miskin dan rentan, dan 

e . Meningkatkan mobilitas dan moti· 
~i masyarakat pedesaan agar ting­
kat partisipasi penduduk di dalam 
pengambilan keputusan yang mem­
pengaruhi proses pembangunan di 
tingkat lokal, dapat dipertinggi lagi. 

Perencanaan Pelayanan Sosial 

Tu~buhnya kesadaran dan perha­
tian tethadap perencanaan pclayanan 
sosial dalam konteks perencanaan pem­
bangunan yang komprehensif, terutama 
pada tingkat nasional, disebabkan oleh 
kemandegan,' bahkan di beberapa ne­
gara terjadi kemunduran, kondisi sosial 
akibat tcrabaikannya aspek tersebut di 
dalam pembangunan ekonomi dua 
dasawarsa yang silam, seperti yang telah 
dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
Pendek kata, kemajuan ekonomi yang 
dicapai pada periode waktu tersebut 
tidak disertai peningkatan kesejahtera­
an sosial yang ditunjang oleh pelayanan 
sosial yang memadai. 

Untuk mendefinisikan perencanaan 
pelayanan sosial dan unsur-unsur yang 
terlibat di dalamriya, bukanlah peker­
jaan mudah. Di satu pihak, hal ini di­
sebabkah oleh kata sosial itu sendiri 
yang mengandung banyak arti dan di 
pihak lain hanya sebagian kecil referensi 
saja yang membahas hal tersebut se­
hingga menyulitkan kita untuk mempe­
lajarinya lebih lanjut. Conyer dalam 
bukunya yang berjudul "An Introduc­
tion to Social Planning in the Third 
World" sedikit-banyak telah mem­
berikan hal-hal pokok yang terkandung 
di dalam perencanaan pelayanan sosial 
(walaupun tidak mengarahkan pada 
problem perencanaan di pedesaan). Ia 
berpendapat bahwa arti kata "pelayanan 
s9sial" memang agak membingungkan 
sebab sebagian besar bentuk pelayanan 

tetap mempunyai arti baik sosial mau­
pun ekonomi. Namun, kata pelayanan 
sosial pada umumnya lebih ditekankan 
pada berbagai jenis pelayanan yang di­
berikan (seluruhnya atau paling tidak 
sebagian) oleh pemerintah dengan tuju­
an utamanya adalah untuJ< meningkat­
kan kualitas hidup secara umum dan 
tidak secara langsung berkaitan dengan 
penambahan keuntungan finansial. 
Bentuk pelayanan-pelayanan yang ter­
masuk dalam kategori ini adalah pendi­
dikan, kesehatan, perumahan, per­
sediaan air minum, dan berbagai jenis 
pelayanan rekreasi dan kesejahteraan 
sosial. Pelayanan-pelayanan yang lain 
seperti pelistrikan, transportasi, dan 
telekomunikasi juga mempunyai impli­
kasi sosial yang tidak kecil namun biasa­
nya tidak dianggap sebagai pelayanan 
sosial yang utama. 

Ia juga menyebutkan bahwa tidak 
ada. resep urn urn yang dapat digunakan 
untuk maksud perencanaan pelayanan 
sosial, terutama perencanaan yang ber­
kenaan dengan pelayanan yang bersifat 
khusus, seperti pendidikan, kesehatan, 
dan sebagainya. Akibatnya, hanya pro­
ses perencanaan yang bersifat umum 
saja yang dapat ditawarkan di sini, yaitu: 

pengumpulan dan analisa data 

perumusan kebijaksanaan, dan 

persiapan dan pelaksanaan pro­
gra~·programfproyek-proyek. 

Pengumpulan dan analisa data (se­
perti juga di setiap bentuk perencana­
an) merupakan bagian yang sangat pen­
ling dalam perencanaan pelayanan 
s~sial. Ada dua jenis data utama yang 
dtbutuhkan: pertama, data mengenai 
pelayanan yang ada dan tingkat peman­
faatan terhadap pelayanan tersebut dan 
kedua, data mengenai kebutuhar{ pela­
yanan di masa mendatang. Komponen 
ke~ proses perencanaan tersebut di 
atas berarti bahwa mereka yang terlibat 
dalam perencanaan pelayanan sosial ha­
rus sudah terbiasa deng~qpokok-pokok 
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kc:bijabanaan yang bersangkutan dan 
IM:reka harus dapat membcrikan infor­
masi yang dapat digunakan sebagai da­
sar penentuan kebijaksanaan. Seringkali 
mcrck:a juga diminta untuk membuat 
suatu rekomendasi yang berkaitan den­
g;m kebijaksanaan dan sckaligus menca­
r ikan jalan pemecahannya dalaril 
pelaksanaan kebijaksanaan yang akan 
diambil. Dan komponen terakhir adalah 
persiapan u~ulan rinci untuk pemba-

. ngunan suatu pelayanan tertentu yang 
akan digunakan untuk kebutuhan yang 
telah ditentukan. 

Mengenai kedudukan perencanaan 
scmacam ini di dalam tingkatan pengam­
bilan keputusan dan juga mengcnai ben­
tuk struktur organisasinya, Conyer tidak 
dapat menemukan jawaban yang pasti. 
Petunjuk yang ia berikan adalah hanya 
berupa pengenalan jenis lembaga yang 
terlibat di dalam perencanaan pelayan­
an sosial. Ada empat jenis lembaga 
utama, yaitu: 

1. Lembaga kementrian fungsional 

Tanggung jawab utama proses pe­
rencanaan untuk jenis pelayanan-pela­
yanan sosial tertentu berada di tangan 
masing-masing kementrian, departe­
men, atau lembaga pemerintahan yang 
lain. Agar perencanaan yang efektif da­
pat terjamin maka baik kebijaksanaan­
kebijaksanaan dan program-program 
harus dirumuskan secara seksama dan 
tidak hanya ditentukan secara "ad 
hock". Oleh karenanya pembentukan 
suatu badan khusus di dalam suatu ke­
mentrian yang bertanggung jawab ter.· 
hadap perencanaan secara penuh mu­
tlak diperlukan. 

2. Lembaga perencanaan nasional 

Peranan lembaga perencanaan yang 
terpenting adalah mengkoordinasikan 
rencana-rencana dari lembaga kemen­
trian fungsional agar rencana-rencana 
tersebut sejalan dengan kebijaksanaan 

dan prioritas nasional yang telah diten- · 
tukan. Dalam praktek, banyak lembaga 
perencanaan nasional yang menggan• 
tungkan rencana rincinya untuk masing­
masing sektor pada masing-masing ke­
mentrian fungsional. Namun, hal terse­
but tidak berlaku umum, kadang-kadang 
dijumpai pula lembaga perencanaan ini 
memainkan peranan yang lebih domi· 
nan. Hal ini terjadi apabila kementrian 
fungsional dianggap tidak atau kurang 
mampu untuk menyusun suatu rencana 
yang baik. Pada kenyataannya memang 
persoalan hubungan kerja antara lem­
baga perencanaan nasional ini dengan 
kementrian nasional merupakan suatu 
hal yang pelik dan kritis. 

3. Kewenangan daerah atau kelom­
pok-kelompok masyarakat 

Memang sukar untuk merampatkan 
peranan kewen~ngan daerah dan ma­
syarakat setempat di dalam pe'rencana­
an pelayanan sosial oleh karena sangat 
tergantung pada peranan yang mereka 
berikan di dalam pemenuhan kebutuh­
an pelayanan-pelayanan tertentu, dan 
selanjutnya hal ini juga tergantung pada 
struktur politik su::ttu negara. Di bebe­
rapa negara yang telah mendesentrali­
sasikan sebagian fungsi dan kekuasaan 
pusat pada daerah, sangatlah dim.ung­
kinkan pemerintah daerah akan me­
mainkan peranannya yang penting di 
dalam pemenuhan pelayanan-pelayan­
an sosial yang pokok dan juga akan 
mempunyai suatu derajat otonomi yang 
cukup tinggi dalam hubungannya de­
ngan penentuan kebijaksanaan untuk 
kepentingan daerah. Dalam kasus ini sa­
ngatlah dibutuhkan, dan dapat diujud­
kan dalam bentuk badan perencanaan 
pada masing-masing wakil kementrian 
fungsional di daerah atau pada lembaga 
perencanaan daerah. Sedangkw untuk 
negara·negara yang menganut l'a:ham ad­
ministrasi terpusat (termasuk pula pe­
rencanaannya) maka tidak diperlukan 
suatu badan perencanaan pada tingkat 
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daerah. Namun, bagaimanapun juga tt!­
tap diperlukan ke terlibatan daerah di­
dalam proses perencanaan agar dapat 
menjamin relevansi rencana te rhadap 
kondisi dan kebutuhan daerah. 

4. Lembaga swasta 

Peranan lembaga swasta didalam 
perencanaan pelayanan sosial juga sa­
ngat beraneka ragam an tara negara yang 
satu dengan lainnya. Namun peranan­
nya di negara-negara sedang berkem­
bang tampak sangat menonjol, terutama 
didalam memenuhi kebutuhan pelayan­
an-pelayanan sosial yang bersifat khu­
sus . Keh adirannya memang perlu 
dipe rhitungkan oleh pemerintah, ter­
utama untuk mengikutsertakan mereka 
didalam suatu proses perencanaan. 

Kedudukan Perencanaan Pelayanan 
Sosial di Dalam Konteks Perencanaan 
Pembangunan Pedesaan 

Setelah mengkaji dua jenis pemi­
kiran dasar yaitu perencanaan pemba­
ngunan pedesaan dan perencanaan 
pelayanan sosial, kini saatnya untuk me­
madukan keduanya dalam satu ke­
rangka pemikiran yang dapat digunakan 
untuk mengetahui ruang lingkup peren­
canaan pelayanan sosial di daerah 
pedesaan. Pacta bagian ini ada tiga hal 
yang akan mendapatkan perhatian, yai­
tu: kebijaksanaan. pemerintah dalam hal 
pemenuhan kebutuhan pelayanan so­
sial yang pacta dasarnya berkaitan erat 
dengan tujuan umum pembangunan 
yang telah ditentukan; pengambilan 
keputusan kolektif, terutama berkaitan 
dengan proses perencanaan dan prose­
durnya; dan keadaan dan permasalahan 
pelayanan sosial di daerah pedesaan. 

Secara umum dapat dikatakan bah­
wa terangkatnya kepentingan perenca­
naan pelayarian sosial ke permukaan 
tergantung pacta komitmen pemerintah 
yang sedang berkuasa dan ini tercermin 
di dalam tujuan pembangunan dan alo­
kasi anggaran pembangunan pacta suatu 

periode rencana tertentu. Sebagai con­
toh, Pemerintah Indonesia pacta masa 
Orde Baru selalu mencantumkan Trilogi 
Pembangu nan sebagai dasar acuan 
pembangunan nasional: Stabilitas po­
litik, pertumbuhan ekonomi, dan pe­
merataan pembangunan. Oleh karena 
untuk mencapai ketiga tujuan tersebut 
di atas tidak dapat dilaksanakan secara 
bersamaan dengan tekanan yang sama 
beratnya, maka penentuan prioritas mu­
tlak diperlukan. Ini terlihat dari pene­
kanan Pemerintah Indonesia yang ber­
beda antara PELITA I, PELITA II, dan 
PELITA Ill serta PELITA IV, yang secara 
berturut-turut sebagai berikut: stabilitas 
politik, pertumbuhan ekonomi, peme­
rataan pembangunan (PELITA III dan 
IV). Perubahan tujuan pembangunan ini 
biasanya akan diikuti dengan perubah­
an alokasi anggaran pembangunan, 
yang tentu saja akan membawa konflik­
konflik kepentingan antar lembaga-lem­
baga' pemerintah yang terkait. Masing­
masing lembaga akan mempertahankan 
kepentingannya sesuai dengan kedu­
dukannya di dalam pembangunan 
nasional. Kembali pacta persoalan pe­
rencanaan pelayanan sosial , te rutama 
perencanaan yang diarahkan pacta ·dae­
rah pedesaan kita harus k.embali lagi 
pacta ha.l-hal yang berkaitan dengan 
pembangunan pedesaan seperti yang 
telah dibicarakan pacta bagian dua. Ke­
dudukan perencanaan pelayanan sosial 
didalam perencanaan pembangunan 
pedesaan secara keseluruhan adalah 
sangat jelas, sebab pemenuhan ke­
butuhan sosial harus berjalan bersama 
dengan kebutuhan ekonomi, terutama 
pembangunan yang berorientasi pacta 
pemerataan pembangunan. Namun re­
alisasi jenis perencanaan semacam ini 
sangatlah tcrgantung pacta kcmampuan 
pemerintah untuk menjabarkan tujuan 
peT~angunan yang telah ada menjadf 
kenyataan yang sebenarnya. Hal ini jelas 
berkaitan erat dengan bentuk dan pro­
ses pengambilan keputusan kolektif dari 
pemerintah yang berS;LI!gkutan, atau 
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Gambar I 
Hubungan Antar Komponen Dalam Sistem Pedesaan Agraris 
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Sumber: ESEAP, 1979 

dengan kata lain tergantung pada jenis 
dan proses perencanaan yang sedang 
berjalan. Seperti apa yang dikatakan 

dua, merupakan suatu bentuk peren­
canaan daerah yang ber:Jifat kedaerah­
an, komprehensif, dan yang terpenting, 
perencanaan yang berciri horisontal . · oleh Franck GMA ( 1986) bahwa: 

"the crucial importance is not the 
exact fonnulatton of goverment 
polilicies, but rather the processing 
through and the translation by the 
institutional system of these objec­
tives into service delivery at the 
supply point". 

Pcrcncanaan pembangunan pede­
saan. scpcrti yang tertulis pada bagian 

·- Oleh karenanya, persoalan yang me­
nyangkut perencanaan dari bawah, 
desentralisasi, dan partisipasi 
masyarakat merupakan persoalan yang 
menjadi tema pokok dalam konteks 
pembangunan pedesaan. Dalam hubu­
ngannya dengan komitmen pemerintah 
untuk memberikan perhatian yanVJtebih 
terhadap pemenuhan kebutuhan pe­
layanan sosial dl dalam konteks pem­
bangunan pedesaan, maka mau tidak 
mau persoalan ini harus dilihat dari ke-
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mauan pemerintah untuk menyesuaikan 
proses dan prosedur perencanaannya 
dengan apa yang terkandung dalam kon­
sep pembangunan pedesaan. Banyak 
pemerintahan di negara-negara sedang 
berkembang memiliki jenis peren­
canaan yang terpusat dan terkonsentrir 
pada masing-masing kementrian, atau 
pendek kata pendekatan dari atas ke 
bawah lebih dominan. Banyak pakar 
ilmu sosial dan pembangunan yang me­
ragukan keefektifan bentuk pemerintah· 
an yang demikian itu didalam memenuhi 
kebutuhan pelayanan sosial di daerah 
pedesajln dan mereka tampak teguh 
berperidapat bahwa hanya dalam ke· 
rangka strategi pembangunan pedesa­
an, sumberdaya pemerintah yang 
terbatas dapat digunakan secara efektif 
dan efisien dan yang terpenting akan 
lebih jitu di dalam memecahkan masa­
lah-masalah pedesaan yang lebih men-
dasar. · 

Kedudukan pelayanan sosial di da­
lam sistem kehidupan masyarakat pe­
desaan juga sangat jelas. Masalan ke­
miskinan di daerah pedesaan sebagian 
berkaitan dengan kurangnya sarana-sa­
rana sosial yang memungkinkan mereka 
untuk memperbaiki kualitas hidup. Sa­
lah satu pendekatan komprehensif ter­
hadap masalah kemiskinan di daerah 
pedesaan adalah seperti yang diberikan 
oleh ESCAP (1979). Di sini, ESCAP 
menempatkan pertanian sebagai titik 
pusat kehidupan pedesaan dan setiap 
perubahan dalam setiap elemen kegiat-

. an pertanian akan saling berkaitan satu 
dengan yang lain. Gambar di bawah ini 
menunjukkan faktor-faktor yang paling 
berpengaruh di dalamnya. 

Kesimpulan 

1. Kekecewaan yang mendalam terha­
dap hasil pembangunan pada dua 
dasawarsa yang telah lalu, yang lebih 
menekankan pada pertumbuhan 

ekonomi membawa kita pada dasa­
warsa pembangunan komprehensif 
yang meliput tidak hanya pemba· 
ngunan ekonomi, tetapi juga pemba­
ngunan sosial, politik, budaya, dan 
lingkungan. 

2. Strategi pembangunan pedesaan se­
benarnya merupakan bagian dari 
strategi pembangunan nasional yang 
komprehensif dengail perhatian 
khusus yang diberikan kepada se­
kelompok masyarakat, yaitu masya­
rakat pedesaan yang miskin. Konteks 
perencanaannya bersifat kedaerah­
an, koordinasi horisontal pada ting­
kat lokal, mempunyai analisa 
sumberdaya komprehensif, dan 
multi· disipliner. 

3. Perencanaan pelayanan sosial me­
rupakan jenis kegiatan perencanaan 
yang relatif masih baru, yaitu peren­
canaan yang berhubungan dengan 

' cara-cara pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sosial dengan tujuan uta­
manya adalah mempertinggi kualitas 
hidup secara umum. Kelompok 
pelayanan yang tergolong di dalam­
nya adalah pendidikan, kesehatan, 
perumahan, persediaan air minum, 
dan berbagai jenis pelayanan rek­
reasi dan kesejahteraan sosial. 

4. Kedudukan perencanaan pelayanan 
sosial di dalam konteks perencanaan 
pembangunan pedesaan dapat di­
bahas melalui tiga hal penting, yaitu 
kebijaksanaan peinerintah mengenai 
pentingnya perencanaan atau secara 
umum dapat dikaitkan dengan tuju· 
an pembangunan dari pemerintah 
yang bersangkutan, pengambilan ke­
putusan kolektif yang dikaitkan de­
ngan proses dan prosedur peren­
canaan, dan yang terakhir keadaan 
dan masalah pelayanan sosial di dae-

Q rah pedesaan 
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URBANISASI DAN MASAIAH 
PERMUKIMAN MISKIN DI KOTA:· 

Suatu Telaah Teoritik 

Oleh: Muhammad Musiyam 

Abstract 

This paper aims to explain The Interrelationship between Urbanization and 
Slum and Squatter Settlement phenomena in urban areas, focusing on two cases 
in jakarta and Yogyakarta. 

Marginality theory and dependence theory are to explain The two 
phenomena above, because these theories have different assumptions and dif­
ferent explanations about slum areas. Thus, The Solutions offered are different, 
too. The results of Tadjuddin and Taylor research into The Slum and Squatter 
settlement in Yog:J!akarta and jakarta Suggest that the phenomena of The Slum 
Settlement in this cities could not be explained by a single theory, either mar­
ginality theory or dependence theory. 

Intisarl 

Tultsan ini dtmaksudkan untuk mencoba mencarl penjelasan hubungan 
antara urbantsasi dengan fenomena perkampungan mtskin di p~kotaan, de­
gan mengambil kasus perkampungan miskin di kotajakarta dan Yogyakarta. 

Kerangka ana/isis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan .dua 
fenomena di atas meminjam dart teori marginalitas dan teorl ketergantungan. 
Hal demikian didasari anggapan kedua teori tnt mempunyai asumsi dan 
penjelasan yang berbeda dalam melihat perkampungan mtskin di kota, sehtngga 
kebijakan yang ditawarkan pun berbeda pula. Hasil penelttian Tadjuddtn dan 
Taylor mengenat masyarakat hunian liar dt Yogyakarta dan jakarta membuk­
tikan, ternyata fenomena perkampungan mtsktn dt dua kota tersebut tidak 
dapat dijelaskan dengan teorl tunggal baik teorl marginalitas maupun teorl 
ketergantungan. 

Pendahuluan 

Urbanisasi merupakan salah satu ge­
jala yang dewasa ini banyak dibicarakan 
orang karena mempunyai pengaruh 
penting terhadap proses pembangunan. 
Paling tidak terdapat dua pendapat ten­
tang kaitan antara urbanisasi dengan 
pembangunan. Di satu pihak urbanisasi 

dianggap sebagai faktor pendorong, se­
dang di pihak lain urbanisasi dianggap 
sebagai faktor penghambat pt;mba­
ngunan. Pendapat pertama beranggap­
an bahwa di negara-negara sedang 
ber(({embang terutama di Asia, urbani· 
sasi harus disambut dengan gembira 
sebagai pertanda perkembangan dan 
dorongan untuk menc;y>ai kemajuan 
yang lebih pesat di masa mendatang. 
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Pendapat demikian didukung oleh ada· 
nya hubungan statistik, semakin kaya 
suatu negara maka akan semakin besar 
pula proporsi penduduk yang tinggal di 
kota- kota. Menurut laporan Bank Dunia 
tahun 1986, negara-negara yang memi­
liki pendapatan yang tinggi memiliki 
tingkat urbanisasi yang tinggi pula dan 
begitu sebaliknya (Yeremias, 1986). 

Sebaliknya ada yang beranggapan 
bahwa urbanisasi dapat mempunyai pe­
ranan negatif terhadap pembangunan, 
khusunya pembangunan di kota. Para 
pengamat melihat urbanisasi yang ber­
langsung dengan cepat di negara-negara 
sedang berkembang tanpa diimbangi 
oleh pertumbuhan ekonomi yang 
memadai guna memberikan kesempatan 
kerja di kota akan menimbulkan ma­
salah kemiskinan dan menjamurnya sek­
tor informal (Todaro, 1985; Me. Gee, 
1985). Dilihat dari sudut pelayanan 
publik, proporsi penduduk perkotaan 
yang terus meningkat menuntut adanya 
penambahan jumlah lapangan kerja dan 
pelayanan sosial. Kesulitan penyediaan 
fasilitas-fasilitas pelayanan sosial, seper­
ti : perumahan, rumah sakit, sekolah, lis· 
trik dan air minum akan terus dirasakan 
selama proses urbanisasi masih berjalan 
dengan c:;epat. 

Urbanisasi di Negara Berkembang 

Ada sejumlah perbedaan proses ur­
banisasi aqtara negara-negara industri 
dengan negara-negara sedang berkem­
bang. Pertama, urbanisasi di negara-in­
dustri dimulai saat revolusi industri dan 
berkaitan dengan industrialisasi. Se­
dangkan urbanisasi di negara- negara 
scdang berkembang dimulai setelah 
Perang Dunia II dan tidak diikuti dengan 
industrialisasi. Dengan kata lain, urba­
nisasi di negara industri terjadi karena 
distimulir oleh industrialisasi, sebagai 
contoh yang paling jelas adalah lnggris. 
Di negara tersebut revolusi industri te· 

lah mendorong banyak kota menjadi pu­
sat manufaktur, pusat perdagangan, 
transportasi dan pusat pelayanan jasa­
jasa keuangan dan sebagainya. Sehingga 
kesempatan kerja banyak didptakan se­
hingga menarik banyak tenaga kerja dari 
luar kota. Sedangkan di negara sedang 
berkembang industrialisasi bukan me­
rupakan akar dari urbanisasi, tetapi lahir 
dari sistem ekonomi imperial. Mula­
mula kota-kota hanya merupakan pusat­
pusat administrasi, tempat pelabuhan 
barang-barang komoditi hasil eksploi· 
tasi dan manufaktur kecil yang didirikan 
untuk kepentingan penjajah, sehingga 
kota-kota tersebut lebih bersifat "para­
sitic" (Nas, 1979; Yeremias, 1988). 

Kedua, dilihat dari segi demografi , 
kenaikan penduduk kota di negara­
negara sedang berkembang jauh lebih 
cepat dibanding dengan negara-negara 
industri, baik pada saat sekarang mau­
pun pada saat permulaan negara-rtegara 
industri mempunyai kecepatan pertum· 
buhan tertinggi. Jika dilihat secara abso­
lut, pertumbuhan penduduk kota-kota 
di negara-negara sedang berkembang 
dibanding dengan negara industri ada­
lah 4,5 persen dibanding 2,1 persen. 
Sehingga di negara-negara sedang ber­
kembang dapat dikatakan sedang terjadi 
revolusi kota atau ledakan urbanisa"si 
(Nas, 1979: Todaro, 1978). 

Ketiga, urbanisasi di negara-negara 
sedangberkembang tida~: terbagi rata 
antar~ kota satu dengan kota lainnya, 
melainkan berlangsung secara timpang. 
Kota-kota yang lebih besar akan tumbuh 

-·semakin cepat meninggalkan kota-kota 
yang lebih kedl. Dengan kata lain, se· 
makin besar kotanya maka akan semakin 
cepat pertumbuhannya. Bagi negara· 
negara industri kaidah demikian tidak 
berlaku secara ketat (lihat tabel di ba­
wah). 
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Persentase Pertumbuhan Penduduk 
Kota-kota Yang Tergolong Dalam Empat Kategori 

Dalam Masa 1920 · 1940 dan 1940 · 1960 

20.000-
100.000 

Negara maju Th 1920 43 
Negara NSB Th 1940 55 
Negara Maju Th 1940 40 
Negara NSB Th 1960 38 

Sumber: Nas, 1979. 

Implikasi berlakunya kaidah kota 
unggul (primate city) di negara- negara 
sedang berkembang adalah kota-kota 
besar akan senantiasa menghadapi per­
soalan yang lebih rumit dibanding den· 
gan kota-kota yang lebih kecil, karena 
derasnya arus migrasi penduduk dari 
desa ke kota. Hal demikian masuk akal 
karena investasi ekonomi lebih besar 
masuk ke kota-kota besar, sehingga di 
sini berlaku prinsip "ada gu!a ada se­
mut". 

Masalah Permuk.iman di Perkotaan 

Pertambahan penduduk yang cepat 
selama puluhan tahun terakhir, arus de­
ras man usia yang mengalir ke kota-kota, 
tidak mempunyai lahan, seperti keba­
O:yakan negara-negara sedang berkem­
bang saat "inemenuhi kebutuhan per­
tumbuhan kota dengan penyediaan ta­
nah dan rumah untuk menampung pen­
datang baru telah menimbulkan ma­
salah yang memusingkan. Masalah ter­
sebut adalah semakin merajalelanya 
kampung-kampung miskin dan daerah 
penghuni gubuk-gubuk liar di per· 
kotaan (Taylor, 1984). 

Setidaknya ada dua teori yang dapat 
menjelaskan munculnya fenomena di 

Penduduk Kota 

100.000- 500.000- 2,5 juta 
500.000 2,3 juta lebih 

61 36 90 
93 105 . 
48 62 82 

114 199 542 

atas, yaitu teori marginalitas atau teori 
modernisasi dan teori ketergantungan 
atau teori struktural. Dua teori ini mem­
punyai asumsi dan penjelasan yang ber­
beda dalam memandang fenomena per­
kam'pungan miskin di kota, sehingga ke­
bijakan yang ditawarkan pun berbeda 
pula. 

Asumsi yang mendasafi teori mar­
ginalitas adalah bahwa persoalan kemis­
kinan dan keterbelakangan ·disebabkan 
oleh faktor mentalitas dari kaum miskin 
itu sendiri yang sulit untuk maju. Dalam 
teori ini .gejala perkampungan.miskin di 
perkotaan merupakan produk dari .Para 
migran pedesaan yang secara sosial eko­
nomi dan budaya tidak dapat berin­
tegrasi dengan kehidupan masyarakat 
kota (Ramlan Subakti, 1984) . Para 
migran yang datang dari desa ke kota 
membawa gaya hidup yang berbeda 
bahkan bertentangan dengan gaya hi· 
dup kota. Para migran ini di desa sebagai 
keluarga anomi dan di kota mereka tidak 
mengenal ternan dan keluarganya. 
Mereka di kota tidak mempunyai tempat 
tinggal dan enggan kembali ke desa 
kat?[la di desa mereka tidak mempunyai 
apa-apa. Di kota mereka kemudian men­
cari orang-orang yang bernasib sama 
dan selanjutnya mengisolir diri dalam 
perkampungan miskin ..... " 
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Contoh teori marginalitas dalam 
menganalisa perkampungan miskin di 
kota adalah pendekatan kebudayaan 
kemiskinan (cultural proverty). Ini per­
tama kali dipopulerkan oleh seprang 
antropolog Oscar Lewis, berdasarkan 
penelitiannya tentang perkampungan 
miskin di kota Mexico tahun 1966. Di 
sini dijclaskan bahwa masyarakat miskin 
itu apatis, menyerah pada nasib, mem­
punyai sistem kekehJargaan yang tidak 
man tap, kurang pendidikan dan kurang 
mempunyai atau keuletan untuk meren­
canakan masa depan. Sumber-sumber 
dari nilai-nilai yang malang terse but ada­
lah lingkungan miskin. Selanjutnya dia 
beralasan, bahwa nilai-nilai malang ter­
sebut disosialisaslkan dart generasi ke 
gcnerasi atau diles tarikan· te rus me­
nerus. Sehingga kaum miskin telah men­
syaratkan sedemikian rupa sehingga 
tit'tgkah laku mereka sendiri menjamin 
akan tetap miskin (Smith, 1980). 

Berdasarkan asumsi, karena kaum 
miskin di perkotaan hampir tidak dapat 
diharapkap untuk mengambil prakarsa 
untuk memperbaiki diri mereka sendiri, 
maka jalan keluar yang ditawarkan ada­
lah mengubah "mentalitas miskin" yang 
telah membudaya terse but dengan men­
talitas modern yang mempunyai aspirasi 
borjuis. Salah satu bentuk program ke­
bijakan peningkatan mutu permukiman 
miskin di perkotaan yang mendasarkan 
pada pendekatan ini adalah KIP (Kam­
pong Improvement Program) . Dasar 
logika pelaksanaan program ini adalah 
bahwa perbaikan suatu kampung me­
rupakan pe,ngakuan de jure atas hak .·· 
kampung terhadap lokasinya. Dengan 
pengakuan ini diharapkan akan terjadi 
peningkatan investasi tanah dan rumah 
sekaligus kualitasnya. Dengan diper­
baikinya jalan masuk dan lingkungan 
fisik kampung, diharapkan masyarakat 
akan terdorong untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas rumah mereka. 
Hal dcmikian didasarkan atas logika, 
perbaikan lingkungan ftsik suatu rna-

syarakat akan berpengaruh ganda ter­
hadap aspek-aspek sosial ekonomi 
masyarakat (Karamoy, 1984). Tetapi 
dalam kenyataan persoalannya tidak se­
sederhana seperti yang digambarkan di 
atas. Banyak perkampungan miskin di 
kota yang dikenai program KIP tetapi 
hasilnya banyak yang belum sesuai de­
ngan yang diharapkan. Perbaikan fisik 
kampung tidak dengan sendirinya men­
dorong perbaikan tempat tinggal mere­
ka. 

Berangkat dari kekurang-puasan 
terhadap teori marginalitas dalam men­
jelaskan persoalan perkampurigan mis-
kin di perkotaan, muncullah teori keter­
gantungan. Asumsi d3Sar-te0niiiiada~~­
b'ahwa gejala kemiskinan dan keterbela­
kangan yang terjadi di negara-negara se-
dang berkembang disebabkan oleh 
faktor-(aktor struktural. Menurut teori 
ini, .gejala perkampungan miskin di per­
kotaan negara-negara sedang berkem-
bang disebabkan oleh penetrasi kapi· 
talis terhadap masyarakat pedesaan 
yang penduduknya padat dan secara 
struktural pincang dalam penguasaan 
kapital. Yang dimaksud kapital di sini 
tidak semata-mata modal, tetapi juga 
barang kapital seperti teknologi, pe­
nguasaan inform~ dan "human kapital" 
(Subakti, 1984). Pembangunan pertimi-
an yang terkenal dengan "revolusi hijau" 
yakni intensiftkasi dan komersialisasi 
pertanian untuk menghasilkan pangan 
sebesar-besarnya baik dalam rangka 
swasembada pangan maupun untuk di­
ekspor, mau tidak mau menuntut efi-
siensi tenaga kerja. Di lain pihak jumlah 
tenaga kerja di pedesaan, terutama yang 
bekerja di sektor pertanian yang berle-
bih, sehingga terjadi marginalisasi tena-
ga kerja di sektor pertanian. 

Di sisi lain kebijakan pembangunan 
lebih cenderung "urban bias" A an in­
dustri yang dikembangkan lebih me­
ngarah ke sektor industri pengganti 
impor yang padat modal dan menggu- . 
nakan tcknologi yang hemat tenaga 
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kerja. Penyempitan kesempatan kerja di 
pedesaan dan kebijakan pembangunan 
yang cenderung mementingkan kota, se­
lanjutnya menjadi faktor pendorong 
dan penarik penduduk pedesaan untuk 
bermigrasi ke kota. Mereka kebanyakan 
mempunyai tingkat pendidikan dan 
ketrampilan yang rendah, dan biasanya 
miskin informasi mengenai seluk beluk 
masalah perkotaan, Karena keterbatas­
an-keterbatasan inilah maka kebanyak­
an mereka tidak dapat tertampung pada 
sektor-sektor usaha formal yang padat 
modal dan mensyaratkan tenaga kerja 
dengan pendidikan yang tinggi dan 
mempunyai ketrampilan tertentu. Keba­
nvakan tfart mereka tertampung dalam 
s-~ktor- sektor inf~rmal di kota yang sifat­
nya sementara, tidak menentu dalam 
penghasilan dan jam kerja. Penghasilan 
yang didapatkan diperkirakan hanya 
cukup untuk mencukupi kebutuhan 
sehari. Dengan demikian kemungkinan 
untuk membeli tanah dan memiliki ru­
mah jauh dari jangkauan mereka. 
Sehingga kebanyakan mereka memilih 
mendirikan gubuk-gubuk sebagai tern­
pat tinggal yang dekat dengan tempat 
mereka mencari nafkah. Ada kecende­
rungan mereka mengelompok dan 
membentuk kerumunan tempat tinggal 
di tanah-tanah kosong di kota, seperti di 
pinggir rei kereta api, di kolong jem­
batan, atau tanah-tanah kosong yang 
belum digunakan. Tempa't tinggal demi­
kian dapat dikategorikan sebagai "squat­
ters settlement". 

Penjelasan mengenai perilaku ma­
syarakat pf!nghuni perkampungan mis­
kin dan penghuni gubuk-gubuk liar dari 
teori ketergantungan berbeda dengan 
teori marginalitas bahkan berlawanan. 
Dalam teori ketergantungan mereka di­
gambarkan: menunjukkan jiwa bersatu, 
mempunyai kepercayaan diri yang kuat 
dan berorientasi ke masa depan (Taylor, 
1984). Perlman (Smith, 1980)menggam­
barkan mereka, sesungguhnya secara 
ekonomi, politik, dan sosial dapat 

berintegrasi tersebut merugikan me­
reka. Mereka secara ekonomi diek­
sploitasi, secara sosial ditolak, secara 
kultural dianggap sebagai kambing 
hitam dan secara politik terbelenggu. 

Beberapa Kasus di Indonesia 

Dalam uraian berikut akan dipa­
parkan beberapa hasil penelitian me­
ngenai penghuni perkampungan miskin 
dan penghuni gubuk-gubuk liar di kota­
kota di Indonesia. Ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana relevansi teori­
teori mengenai penghuni perkampung­
an miskin di kota .bagi persoalan yang 
muncul di Indonesia. 

Penelitian Tadjuddin Noer Effendi 
(1983) mengenai penghuni permukim­

. an miskin di pinggir rei kereta api di 
Kotamadya Yogyakarta, membuktikan 
temyata penghuni di permukiman ini 
m~mpunyai ikatan solidaritas yang kuat, 
sehingga membentuk suatu sis tern sosial 
tersendiri yang berbeda dengan sistem 
sosial kota pada umumnya. Sebagai 
suatu masyarakat, mereka mempunyai 
aturan dan norma-norma yang telah dis­
epakati bersama dan setiap anggo.ta ber­
usaha untuk mentaatinya. Kuatnya 
solidaritas ini tercermin dari cara-cara 
mereka menghadapi usaha-usaha peng~ 
gusuran, ataupun gangguan terhadap 
anggota masyarakatnya. Mereka juga 
memberikan sumbangan kepada ang­
gota masyarakatnya yang tertimpa musi­
bah dan juga bersedia memberikan ban­
tuan uang untuk kepentingan masyara­
katnya. Ikatan ini selanjutnya menjadi 
penycbab keengganan untuk melepas­
kan diri dari masyarakatnya, yang 
berakibat inobilitas pekerjaan yang ren­
dah pada mereka. Para penghuni per­
mukiman ini (gali, germo, pelacur) sc­
bagian bcrpendidikan tinggi. Ada be­
berapa pelacur yang berpendidikan me­
nengah, dan ada gali yang pemah me­
ngenyam sampai perguruan tinggi. Hal 
demikian dapat dipakai sebagai petun-
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juk, bahwa munculnya kantong-kantong 
miskin di kota berkaitan dengan struk­
tur sosial ekonomi di daerah pedesaan 
dan perkotaan. 

Hasil penelitian Taylor ( 1972} me­
nge nai penghuni gubuk-gubuk liar di 
Bandengan Jakarta adalah sebagai ber­
ikut: para penghuni permukiman miskin 
ini digambarkan mempunyai ciri-ciri 
yang positip. Dengan melawan ke­
kuatan-kekuatan yang terkadang amat 
berat, mereka berjuang untuk mencari 
hidup yang lebih layak untuk diri me­
reka sendiri maupun untuk anak-anak 
mere ka di kota. Dalam meojalani masa 
peralihan yang berat dari daerah· asal 
yang kebanyakan dari desa, mereka her­
us aha menciptakan suasana yang 
ramah, saling menolong dan menjalin 
hubungan informal dengan sesama war­
ga. Para penghuni perkampungan mis­
kin ini juga menaruh minat untuk 
memperbaiki kampung dimana mereka 
tinggal. Mereka telah mengorganisir diri 
untuk mencapai perbaikan dalam ma­
syarakatnya, tanpa mendapatkan per­
tolongan apapun dari pemerintah. Hasil 
penelitian ini menolak asumsi-asumsi 
dan penjelasan dari teori marginalitas 
mengenai penghuni perkampungan 
miskin di kota, yang mereka digambar­
kan apatis, tidak mempunyai orientasi 
ke masa depan, tidak mempunyai men­
talitas untuk maju dan tidak berdaya 
memperbaiki dirinya sendiri. 

Kesimpulan 

Dari dua hasil penelitian yang di­
ringl<askan di atas, dapat memberikan 
gambaran kepada kita, temyata feno­
mena penghuni perkampungan miskin 
di kota-kota di Indonesia tidak sepenuh-

Daftar Pustaka 

nya dapat dijelaskan dengan teori tung~ 
gal, baik teori marginalitas maupun teori 
ketergantungan. Hasil penelitian Tad­
juddin di kotamadya Yogyakarta mem­
buktikan, ternyata sistem masyarakat 
mereka mempunyai aturan dan norma­
norma tersendiri yang berbeda dengan 
m~'Yarakat kota pada umumnya. Kehi­
dupan mereka secara langsung tidak ter­
kait dengan kehidupan masyarakat kota 
pada umumnya. Hal demikian lebih de­
kat dengan penjelasan teori margina­
litas, dimana dikatakan masyarakat 
penghuni perkampungan miskin di kota 
dicirikan oleh kehidupan yang tidak ber­
integrasi dengan kehidupan kota. 

Tetapi di lain pihak, hasil penelitian 
Taylor mengenai perkampungan miskin 
di Bandengan Jakarta, lebih dekat pen­
jelasan teori ketergantungan dan meno­
lak teori marginalitas. Dalam penelitian 
ini mereka digambarkan mempunyai pe­
rencanaan masa depan, berkeinginan 
untuk maju dan responsifterhadap per­
soalan-persoalan yang ada di masyara­
katnya. 

Untuk mencari teori yang lebih kom­
prehensif dalam upaya mendapatkan 
gambaran yang lebih lengkap mengenai 
perilaku penghuni perkampungan mis­
kin di kota, sebagai langkah awal perlu 
dilakukan penelitian lapangan dalam 
jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya 
untuk ::nengatasi intervensi teori-teori 
yang sudah mapan tersebut, penelitian 
tidak dimulai dari jenj.i.ng konsep­
tualisasi, melainkanmulai dari jenjang 
empiris. Dari hasil-hasil yang diperoleh 

~-di lapangan dikonseptualisasikan, yang 
selanjutnya diangkat ke jenjang yang 
lebih umum. 

Baker, David, 1980. Memahamal kemiskinan kota, Prlsma No. 6, Tahun 1980, hal: } - 8, 
LP3ES, jakana. 
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Abstract 

GEOMORFOLOGI 
PERANANNYA DAIAM GEOGRAFI FISIK 
DAN TERAPANNYA DAIAM PENELITIAN 

Oleh: Dr. Sutikno 

Geomorphology as a part of earth Sciences bas already known for along time, 
however the development and application is relatively slow, especially in Indo­
nesia. There is a tendency that the Concept as Well as The application of 
geomorphology will increase rapidly. 

The aims of This paper are to discuss The Concept o'j geomorphology, The role 
of geomorphology in. The physical geography studies and its application researf!b 
activities. Geomorphology deal with land form as Subject of study and stressed 
on relief, processes, materials (lithology and its strusture), and chronology bas 
Important role in the physical geography. Geomorphology be able to support of 
other sciences related to physical environment such as geology, pedology, hydrol­
ogy, and archaelogy. In the practical application, geomorphology can be used in 
engineering purposed and regional development planning. In the research acti­
vities geomorphology can be used as basic fra_me work to determine samp~e areas, 
and also can be used as frame work to land resources evaluation with land form 
unit as land mapping unit ar evaluation unit. 

Intis art 

Geomorfologi sebagai suatu tlmu pengetabuan ke bumi telab berkembang 
sejak lama, namun demikian perkembangan dan apltkasinya relatif lambat, 
terutama di Indonesia. Ada kecenderungan pada masa akan datangperkemba,_. 
gan konsep dan apltkasi Geomorfologi akan lebib cepat. 

Tullsan ini bertujuan untuk membabas tentang konsep geomorjologl, 
peranan geomorfologi dalam geografi fisik dan terapannya dalam penelitian. 
Geomorfologi yang obyek studinya bentuk laban dengan penekanan pada aspek 
relief, proses, material dan kronologl merupakan tlmu pendukung utama dalam 
geografi fisik. Geomorfologi dapat menunjang ilmu pengetabuan kebumtan yang 
lain seperti geologl, tlmu tanab, btdrologt dan arkeologi. Dalam bidang terapan 
praktts geomorfologt dapat dlgunakan dalam kerekayasaan dan perencanaan 
pengembangan wtlayab. Dalam btdang.penelttian geomorfologi dapat dtjadikan 
dasar pengambtlan sampel daerab dan menjadi kerangka kerja untuk evaluasi 
sumber daya laban yang menggunakan satuan bentuk laban sebagal satuan 
evaluaslnya. 

Pengantar 

Tulisan ini akan menguraikan geo­
morfologi sebagai ilmu, peranannya da­
lam Geografi Fisik dan terapannya dalam 

penelitian. Geomorfologi seb~i ilmu 
telah berkembang cukup lam!l;' tetapi 
perkembangannya dan peminatnya be­
tum sejajar dengan ilmu kebumian Jain­
nya. 
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Pada dasawarsa terakhir ini sudah 
mulai tampak arti penting geomorfologi 
sebagai pendukung ilmu kebumian lain­
nya dan ilmu yang terkait maupun dalam 
arti terttpan praktisnya. Bukti yang men­
dukung pemyataan tersebut adalah: a) 
disusunnya peta geomorfologi sistema­
tik Indonesia yang diprakarsal 
BAKOSURT.:\NAL yang hingga saat ini 
telah terselesaikan seluruh P. Sumatra, 
b) . beberapa fakultas telah memasukkan 
mata kuliah geomorfologi ke dalam kuri­
kulum seperti Fakultas Pertanian, Fakul­
tas Tekonologi Pertanian .dan Jurusan 
Arkeologi, c) . digunakannya pendekat­
an geomorfologi untuk studi bencana 
alam, kerekayasaan, lingkungan, peme­
taan tanah dan pemetaan air tanah. 

Atas dasar pengamatan sepintas, 
geomorfologi dalam pengajaran pada 
Jurusan Geografi Fisik belum dimanfaat­
kan secara optimal. Dalam penelitian­
penelitian yang bertema geogra_fi fisik 
yang non geomorfologik, uraian geo­
morfologi kebanyakan hanya sekedar 
ilustrasi yang tradisional dan belum di­
manfaatkan untuk dasar pengambilan 
sampel daerah ataupun analisisnya. 
Uralan ini dimaksudkan untuk menyam­
paikan gagasan bagaimana dapat me­
manfaatkanf menerapkan geomorfologi 
dalam pendidikan dan pengajaran se­
maksimal mungkin pada Jurusan Geo­
grafi Fisik. Kajian geomorfologikafakan 
menghasilkan data/informasi yang uta­
rna dan pertama dari ben tang lahan fi­
sikal yang bermanfaat bagi pengem­
bangan ilmu maupun terapan praktis­
nya. 

Konsep dan Ruang Ungkup Geomor­
fologi 

Untuk mengawali uraian konsep 
dan ruang lingkup geomorfologi ini 
akan dikemukakan lima definisi ten tang 
geomorfologi sebagai berikut: 

1. Geomorfologi adalah studi tentang 
bentuk lahan (Lobeck, 1939); 

2. Geomorfologi adalah ilmu pengeta­
huan tentang bentuk lahan (Thorn­
bury, 1954). 

3. Geomorfologi adalah studi menge­
nai bentuk lahan, dan terutama ten­
tang sifat alami, asal-mula, proses 
perkembangan dan komposisi mate­
rialnya (Cooke, et al, 1974). 

4. Geomorfologi adalah studi yang 
menguraikan bentuk lahan dan pro­
ses yang mempengaruhi pemben­
tukannya, serta menyelidiki hubung­
an timbal balik antara bentuk lahan 
dan proses dalam tatanan keruang­
annya (Van Zuidam, et al, 1979). 

5. Geomorfologi dapat didefinisikan 
sebagai ilmu pengetahuan yang ber­
kaitan dengan bentuk lahan sebagai 
pembentuk muka bumi, baik di atas 
maupun di bawah muka air laut dan 
menek~nkan pada genesis, perkem­
bangan di masa depan dan dalam 
konteks kelingkungannya. 

Obyek kajian dari geomorfologi se­
perti · yang tersurat dalam definisi­
definisi tersebut adalah bentuk Jahan. 
Menurut Verstappen bentuk lahan yang 
menjadi sasaran geomorfologi bukan 
hanya di daratan tetapi juga yang ter­
dapat di dasar I aut (lautan). Tiga definisi 
terakhir menunjukkan bahwa geomor- · 
fologi itu mencakup lingkungan dan 
aspek spasial. Berdasarkan skema 
Zakrzewska (Kardono Darmoyuwono, 
1973) geomorfologi yang mencakup 
aspek lingkungan dan aspek spasial ter­
masuk aliran geomorfologi· geografis. 
Aliran geomorfologi yang lain adalah 
geomorfologi geologis. 

Perbedaan antara geomorfologi­
geografis dengan geomorfologi- geologi 

. selail)-;terletak pada cakupannya juga 
terletik pada penterapan Konsep Tri­
logi Davis. Konsep Trilogi Davis menga­
takan bahwa aspek dari semua bentuk 
lahan ditentukan oleh stru'ktur," proses 
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dan stadium. Dalam aliran geomorfo­
logi-geologi konsep tentang stadium 
hingga saat sekarang masih banyak 
digunakan. Dalam aliran geomorfologi­
geografis Konsep Trilogi Davis te~;sebut 
dirubah misalnya oleh King ( 1979) men­
jadi : proses, material dan morfologi. 
Alasannya adalah bahwa kontrol waktu 
dari stadium tidak selalu gayut dan ber­
guna untuk analisis bentang lahan. Da­
lam trilogi: prpses, •material dan mor­
fologi hanya morfologi yang menjadi pe­
ru bah tergantung; sedangkan dalam tri­
logi struktur, proses dan stadium se­
muanya sebagian perubah.bebas. 

Trilogi proses, material dan mor­
fologi mudah digunakan untuk 
klasifikasi wilayah dengan pendekatan 
teknik penginderaan jauh . Trilogi 
proses, material dan morfologi telah 
banyak digunakan oleh Cooke (1974), 
Van Zuidam (1977) dan Sutikno 1982 
dan 1986). 

Atas dasar uraian dan pembahasan 
ten tang definisi dan konsep trilogi, maka 
cakupan geomorfologi secara lengkap 
adalah: bentuk lahan, proses, genesis 
dan lingkungan seperti yang dikemu­
kakan oleh Verstappen (1977, 1983). 
Cakupan geomorfologi tersebut oleh 
Karmono Mangunsukardjo (1986) dija­
barkan lebih rinci sebagai berikut: 

1. Studi bentuk lahan, atau disebut juga 
morfologi mempelajari relief secara 
umum yang meliputi: 

a. Aspek morfologi; yakni aspek­
aspek yang bersifat pemerian 
suatu daerah, antara lain ter~. 
sungai, beting pantai, kipas 
aluvial dan plato. 

b. Aspek morfometri; yakni aspek 
kuantitatif dari suatu daerah 
seperti kemiringan lereng, ben­
tuk lereng, ·ketinggiaJ, beda ting­
gi, kekasaran medan, bentuk 
lembah, tingkat pengikisan dan 
pola aliran. 

2. Studi mengenai proses geomorfolo­
gi; yakni proses yang mengaldbatkan 

perubahan bentuk lahan dalam wak­
tu pendek serta proses terjadinya 
bentuk lahan yang mencakup mor­
fogenesa yang dibedakan menjadi : 

a. Aspek morfostruktur pasif, me­
liputi litologi, (tipe dan struktur 
batuan) yang berhubungan de­
ngan pelapukan; 

b. Aspek morfo-struktur aktif, beru­
pa tenaga endogen, seperti peng­
angkatan, perlipatan dan per­
sesaran. 

c. Aspek morfo-dinamik; berupa 
tenaga eksogen yang berhubung­
an dengan temtga angin, air, es, 
gerak massa batuan dan kegu­
nungapian. 

3. Studi geomorfologi yang mene­
kankan pada evolusi pertumbuhan 
bentuk lahan atau morfokronologi, 
menenttikan dan memerikan bentuk 
lahan dan proses yang mempenga­
ruhinya dari segi umur relatif dan 
umur mutlak. 

4. Geomodologi yang mempelajari hu­
bungan antara bentuk lahan dengan 
lingkungan, seperti hubungan an tara 
bentuk lahan dengan unsur ben tang 
alam seperti batuan, struktur geo­
logi, tanah, air vegetasi dan peng­
gunaan lahan. 

Untuk dapat memahami cakupan 
geomorfologi tersebut dan kemudian 
dapat menyebarkannya lebih lanjut, 
maka terlebih dahulu hams memahami 
dan mengerti 10 konsep dasar dalam 
geomorfologi seperti yang dikemukakan 
oleh Thornbury (1954). Kesepuluh kon­
sep dasar yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 

1. Proses fisikal yang sama dan hukum­
hukumnya yang berlangsung seka­
rang juga berlangsung sejak zaman 
dahulu sepanjang zaman geologi, 
meskipun dengan intensi~)yang ti­
daksama. 

2. Struktur geologi adalah faktor kon­
trol dominan dalam evolusi bentuk 
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laban dan tercermin pada bentuk 
laban. 

3. Pada derajad tertentu permukaan 
bumi itu memiliki relief karena 
proses geomorfik itu bekerja dengan 
kecepatan/tingkatan yang berbeda. 

4. Proses geomorfik akan meninggal­
kan bekas yang menonjol pada ben­
tuk laban dan setiap proses geo­
morflk itu berkembang sesuai de­
ngan karakteristik bentuk labannya. 

5. Oleb karena tenaga erosional yang 
berbeda-beda bekerja di permukaan 
bumi, maka akan menghasilkan ling­
kat perkembangan dari bentuk 
laban. ·· 

6. Evolusi geomorfik yang kompleks itu 
Jebih umum terjadi berbanding de­
ngan yang sederbana. 

7. Topografi permukaan yang berumur 
lebih tua dan zaman Tertier lebib 
sedikit dan kebanyakan tidak lebib 
dari Pleistosen. 

8 . Interpretasi bentang laban sekarang 
yang tepat tidak mungkin tanpa per­
hatian yang penuh terhadap peru­
bahan geologik dan iklim selama 
Zaman Pleistosen. 

9. Suatu penilaian terhadap iklim dunia 
penting untuk mengerti dengan baik 
arti penting dari proses geomorfik. 

10. Geomorfologi, meskipun lebib me­
nekankan pada bentang lahan saat 
sekarang, sangat bermanfaat juga 
untuk mempelajari sejarabnya. 

Geomorfologi Dalam Geografi Fisik 

Sebelum menguraikan peranan ke­
dudukan geomorfologi dalam geografi 
fisik terlebib dahulu akan disinggung 
pengertian geografi fisik. Geografi fisik 
itu mempelajari bentang Jahari (lands­
cape), yaitu sebagian ruang permukaan 
bumi yang terdiri dari sistem-sistem, 
yang dibentuk oleh interaksi dan inter-

depensi antara bentuk lahan, batuan, 
bahan pelapukan batuan, tanah, air, te­
tumbuban, bewan, !aut tepi pantai, 
energi dan manusia yang secara kese­
luruban membentuk suatu kesatuan. 
Geografi fisik sebagai bagian dari geo­
grafi bersifat antropos!'!ntris, geografi 
fisik merupakan kajian yang mema­
dukan dan mengkaitkan unsur lingkung­
an fisik dan manusia. lingkungan fisik 
yang dipelajari oletl geografi fisik selalu 
dikaitkan dengan kehidupan manusia 
dan ditekankan kepada kaitan keruang­
annya. Perbatian utama dari geografi fi­
sik adalah lapisan hidup lingkungan 
fisik yaitu suatu mintakat tipis dari qarat­
an dan Jautan · yang terdapat padanya 
sebagian besar kehidupan. Dimensi dan 
kualitas bidup ini merupakan perhatian 
utama geografi fisik, yaitu jumlah faktor­
faktor fisik yang memungkinkan lapisan 
hidup dapat menjadi tempat hidup atau 
sumber hidup manusia. Sesuai dengan 
tugasnya untuk mempelajari gejala fisik 
permukaan bumi, geografi fisik dalam 
kerangka kerjanya ditunjang oleh dis­
iplin ilmu lain (Surastopo Hadisumamo, 
1982). 

Setelah mengetahui pengertian geo­
grafi fisik s eperti yang telah disebutkan, 
maka dapat disebutkan bahwa geoinor­
fologi merupakan ilmu pendukung uta­
rna dalam geografi fisik. Sasaran geografi 
fisik selain bentuk laban adalah batuan 
dan hasil pelapukannya, tanah, air, te­
tumbuhan, hewan, !aut tepi pantai dan 
energi. Oleh karena sasaran dari geo­
grafi fisik itu cukup luas maka ilmu-ilmu 
kebumian yang Jain seperti tanah, ilmu 
geologi, bidrologi, meteorologi, klima­
tologi, aseanografi dan geofisika meru­
pakan ilmu penunjang dalam geografi 
fisik. Sebagian dari ilmu-ilmu kebumian 
terse but ada yang telah secara jelas men­
jadi ~msur dari geografi fisik seperti Geo­
grafi 'Tanah, Hidrologi dan Aseanogr·afi . 
Geografi tumbuhan (phyto-geography) 
dan geografi hewan ·(Zoogeography) 

......... . 
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juga · terkelompokkan ke dalam unsur 
geografi fisik. 

Ilmu keburnian dan ilmu penunjang 
geografi fisik yang masuk ke dalam kuri­
kulum Fakultas Geografi selain geomor­
fologi adalah geologi, geografi tanah, 
hidrologi, meteorologi, klimatologi dan 
geografi tumbuhan, masing-masing dis­
iplin ilmu tersebut terbagi menjadi ca­
bang-cabangnya, geologi umum, mine­
ralogi, petrografi, geologi struktur dan 
geologi lapangan. Geografi tanah ter­
bagi menjadi ilmu tanah umum, klasi­
fikasi dan pemetaan tanah. Hidrologi 
terbagi menjadi hidrologi permukaan, 
hidrologi air tanah, pemetaan hidrologi, 
hidrologi air tanah, pemetaan hidrologi, 
hidrologi terapan dan hidrometeorolo­
gi. 

c. Geomorfologi komplementer: me­
manfaatkan gejala geomorfologi 
untuk melacak fenomena geologi 
yang tidak jelas seperti penyimpang­
an arah aliran sungai untuk melacak 
sesar. 

d . Geomorfologi independen: mene­
rap kan geomorfotog; untuk studi 
geologi pada daerah yang miskin 
singkapan batuan dengan kajian 
geomorfologi yang mendalam dapat 
memberikan informasi geologi yang 
bermanfaat. 

Verstappen (1983), menambahkan 
bahwa geomorfologi dapat digunakan 
untuk evaluasi geologikal suatu daerah 
dan untuk identifikasi gejala tektonik 
yang baru, sebagai contoh analisis le­
reng asimetri dapat digunakan untuk 

Kembali kepada topik pembahasan mengetahui arah kemiringan lapisan 
pada sub bab ini adalah peranan geo- batuan (struktur geologi). Sesar vertikal 
morfologi dalain geografi fisik, maka da- yang baru dapat dilacak dengan Ifenam­
pat dikatakan bahwa geomorfologi me- pakan geomorfologi seperti : gawir, 
miliki keterkaitan yang erat dengan ilmu rekahan pada tanah, mata air, teras 
pendukung geografi fisik. Dalam studi marine, teras sungai dan perubahan 
geomorfologi memerlukan masukan Iebar lembah sungai. 
data/informasi dari ilmu pendukung Faktor geomorfologi yang terdiri 
geografi fisik seperti geologi, geografi atas bentuk lahan, proses, material pe­
tanah, hidrologi dan klimatologi. Se- nyusun dan lingkungan, mempunyai pe­
baliknya geomorfologipun dapat mem- ngaruh yang besar terhadap pola agihan 
berikan informasi yang berharga bagi tanah dari suatu daerah dan tingkat 
ilmu pendukung geografi fisik terse but. perkembangan tanah. Faktor pemben-

Miller, 1961 (dalam Verstappen, tuk tanah sepertl batuan induk iklim, 
1983) mengungkapkan peranan geo- relief, vegetasi, waktu dan bahan orga­
morfologi dalam studi geologi dapat nik sebagian merupakan aspek dari geo­
dibedakan menjadi empat, yaitu: morfologi. Satuan bentuk Iahan yang 
a. Geomorfologi elementer: yang me- menjadi sasaran utama dalam geomor­

manfaatkan dari bentuk Jah;m saja .,.. fologi banyak digunakan untuk satuan 
dapat untuk identifikasi batuan dan pemetaan tanah. Jadi ada hubungan 
struktur geologi. Seperti: sand dune, logis an tara satuan bentuk lahan dengan 
dome, kerucut gunung-api. satuan peta tanah. 

b. Geomorfologi suplementer: meman- Kaitan antara geomorfologi dan hi-
faatkan kejadian/ gejala geomor-- drologi bermacam-macam dan kom­
fologi untuk merriecahkan masalah pleks. Menurut Schuman, 1964, rdalam 
geologi, misalnya erosi selektif untuk King, 1976 ada hubungan umum antara 
mengetahui jenis batuan dan struk- variabel geomorfologi dan hidrologi. 
tur. Sekali hubungan itu diketahui maka 

karakteristik hidrologikal dari suatu 
daerah yang secara geomorfologikal 
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sama atau mmp dapat dipe rkirakan, 
baik air permukaan maupun air tanah­
nya. Atas dasar pemyataan terse but pen­
dekatan bentuk lahan dapat digunakan 
untuk studi potensi hidrologi suatu dae­
rah, Sutikno (1981 dan 1986) telah me­
manfaatkan satuan bentuk lahan untuk 
evaluasi potensi air tanah di DAS Serayu, 
DIY dan Kulon Progo. 

Contoh-contoh tersebut dapat 
memberikan peranan geomorfologi 
dalam menunjang ilmu-ilmu pendukung 
geografi fisik. Untuk meningkatkan pen­
didikan dan pengajaran geomorfologi 
pada Jurusan Geografi Fisik perlu pe­
ningkatan pendidikan dan pengajaran 
terhadap ilmu-ilmu pendukungnya ya­
itu, geologi umum, geologi struktur, 
geologi lapangan dan mineralogi/ 
petrografi . Pengen;>Jan lapangan ter­
hadap fenomena geomorfologi seharus­
nya mendapat proporsi yang wajar 
untuk dapat meningkatkan pendalaman 
geomorfologi dan meningkatkan peran­
annya dalam geografi fisik perlu dicip­
takan/dibina pemikiran logis dari maha­
siswa terhadap hubungan aspek-aspek 
geomorfologi yang satu terhadap yang 
lain, hubungan an tara aspek·aspe k geo­
morfologi dengan aspek-aspek ilmu ke­
bumian yang lain. Perlu disadari bahwa 
bentuk lahan merupakan wadah dari 
segala unsur fisik yang lain baik 
langsung maupun tak langsung. ·oleh 
sebab itu tentu ada keterkaitan antara 
bentuk lahan (sebagai wadah) dengan 
unsur fisik yang lain sebagai pengisinya. 
Dengan demikian ada satuan bentuk 
lahan dapat menunjukkan variasi unsur 
fisik lainnya, sehingga satuan bentuk 
lahan dapat dijadikan kerangka kerja 
untuk penelitian non fisik yang lain. 

Ilmu pendukung yang lain sebagai 
dasar peningkatan pendidikan dan pe­
ngajaran geomorfologi dan geografi fisik 
pada umumnya adalah ilmu peng-in­
deraan jauh. Penginderaan jauh sangat 
bermanfaat dalam kajian geomorfologi, 
karena dengan interpretasi citra peng-

inderaan kita dapat me ngidentifikasikan 
aspek geomorfologi dan memetakannya 
serta dapat menganalisis kaitan antara 
aspek geomorfologi dan aspek unsur 
yang lain. 

Peta Geomorfologi Dalam Geografl 
Fisik 

Peta geomorfologi adalah peta yang 
menunjukkan gambaran yang tepat dan 
sistematik dari bentuk lahan yang tepat 
dan sistematik dari bentuk· lahan dan 
fenomena yang terkait. Peta geomorfo­
logi dapat dibedakan menjadi peta baku 
untuk tujuan umum dan peta tematik 
untuk tujuan tertentu. lsi · dari peta 
geomorfologi untuk tujuan umum men­
cakup semua aspek dari geomorfologi 
yaitu: satuan bentuk lahan, litologi , 
topografi , pola aliran,. kenampakan 
un'ior , proses geomorfologi, dan 
umur/kronologi. Oleh karena isi dari 
peta geomorfologi untuk tujuan umum 
itu cukup lengkap dalam aiti semua 
;1Spek geomorfologi masuk di dalamnya, 
maka untuk meningkatkan pengaj_aran 
geomorfologi khususnya dan geografi 
fisik umumnya sedapat mungkin men­
jadi wajib. Wajib dalam mengikuti kuliah 
maupun wajib menyusun/membuat pe~ 
ta geomorfologi dalam skripsinya. 

Dalam penyusunan skripsi eksisten­
si daripada topik geomorfologi memang 
tergantung daripada topik penelitian 
dalam geomorfologi. Sebagaimana kecil­
nya peta, geomorfologi tetap dapat di­
manfaatkan untuk kerangka kerja dalam 
penelitian. Apakah seseorang mahasis­
wa telah dapat menyusun peta geomor­
fologi untuk tujuan umum, berarti su­
dah mempunyai pengalaman· dalam 
mengkaji aspek-aspek pendukungnya, 
da~ dapat berfikir secara geografis 
b~wa di permukaan bumi ini selalu 
terdapat aspek spasial dan temporal. 
Apabila seseorang telah mengerti/men­
dalaini pengertian aspek spasial dan 
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temporal maka yang bersangkutan da­
pat mengembangkan penelitian yang 
bersifat kewilayahan. 

Apabila kita ingin gegrafi fisik mem­
punyai kehendak agar alumnus geogtafi 
fisik dapat mengembangkan ilmunya 
bekali mereka dengan pemetaan geo­
morfologi. Memang bekal pemetaan 
geomorfologi bukan satu-satunya yang 
menentukan masih cukup banyak, te­
tapi pemetaan ge~morfologi merupakan 
bekal yang dapat dikembangkan. 

Terapan Geomorfologl Dalam Pene­
litian 

Geomorfologi dapat dijadikan ke­
rangka kerja dalam penelitian geografi 
fisik maupun ilmu pendukungnya. Ben­
tuk lahan sebagai aspek utama dalam 
geomorfologi telah banyak digunakan 
sebagai dasar analisis untuk kajian te­
rapan misalnya: untuk evaluasi kema:m­
puan lahan, kesesuaian lahan untuk ber­
bagai tujuan, untuk menentukan daerah 
yang rentan terhadap bencana alam 
seperti banjir dan tanah longsor, untuk 
pemetaan potensi sumberdaya mineral 
dan air tanah. 

Terapan dari geomorfologi seperti 
yang dikemukakan oleh Thornbury 
(1954) terutama berkaitan dengan ma­
salah yang bersifat geologi dan ke­
rekayasaan. Ada lima kelompok terapan 
yang dikemukakan, yaitu: 

1. Terapan geomorfologi dalam hidro­
logi (antara lain hidrologi dari karst, 
glacial, dan air tanah) . · 

2. Terapan geomorfologi dalam geologi 
ekonomi (untuk menentukan tubuh 
bijih, jebakan residu, mineral 
epigenetik dan endapan bijih). 

3. Terapan geomorfologi dalam kere­
kayasaan (aspek kerekayasaan untuk 
jalan raya, pemilikan situs kendeng, 
permukiman dan geologi militer). 

4. Terapan geomorfologi dalam explo­
rasl minyak (struktur geologi untuk 
penentuan kandungan minyak) . 

5. Terapan geomorfologi dalam bidang 
lain (yang menyangkut pemetaan ta­
nah, kajian pantai dan erosi) . 

Verstappen (1983) mengemukakan 
terapan geomorfologi yang leblh luas, 
yang dikelompokkan menjadi empat, 
yaitu: 

1. Geomorfologi dalam survei d im pe­
metaan. 

2. Peranan geomorfologi dalam survei 
geologi, tanah, hidrologi ·dan 
vegetasi. 

3. Geomorfologi dan penggunaan !a­
han pedesaan, urbanisasi, kereka ya­
saan, explorasi dan penyelidikan mi­
neral, dan perencanaan pengem­
bangan wilayah. 

4. Geomorfologi dan survei sintesa me­
dan, untuk banjir, kekeringan, stabi­
litas lereng dan erosi, dan bencana 
alam gaya endogen. 

Analisis geomorfologi untuk tujuan 
penelitian dapat dibedakan menjadi 
anaUsis partial dan analisis terapan. 
Analisis partial dilakukan dengan meng­
adakan kajian secara partial terhadap 
masing-masing aspek dalam geomorfo- . 
logi. Sebagai contoh analisis hanya d·i­
dasarkan pada morfometeri saja atau ha­
nya menekankan pada proses geomor­
fiknya saja. Biasanya analisis partial ini 
dilakukan untuk mengeta~ui keterkait­
an atau peranan dari salah satu aspek 
terhadap fenomena geografi fisik .rang 

.,Jain. 

Analisis terpadu dilakukan apabila 
kita menggunakan satuan bentuk lahan, 
satuan medan. sebagai satuan evaluasl. 
Dalam hal ini pemetaan geomorfologi , 
satuan medan menjadi bagian utama 

· dan menjadi dasar satuan evalu:lf~ Ka­
rakteristik medan dengan kriteria' ter­
tentu dapat dijadikan dasar untuk tuju­
an tertentu. Maksud tersebut dapat di­
capai apabila kita memiliki kriteria yang 
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digunakan untuk tufuan tertentu terse­
but. 

Terapan geoinorfologi untuk studi 
lingkungan akhir-akhir ini juga menjadi 
isu yang menarik. Dan penelitian sema-
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:KARTOGRAFI PERENCANAN WIIAYAH 

Oleh: Mas Sukoco, M.Sc. 

Abstract 

On the development of regions, whatever they are cannot be separated from 
the planning stage before the development stage it self. 

Tbls paper uims to investigate the role of cartography, in relation with the 
study of regional development, especially in relation with the preparation of map 
types that are relavant and need for both planning and regional development 
processes. 

Planners have agreed that maps are highly needed in the planning process, 
but much is still debated as to ways of presentation, contents of theme, and 
suitable scala for planning purposed. There are two groups of maps needed by 
planners, i.e status maps that are needed before planning and maps that are 
needed during the planning process. The selection of bow much information 
needed to be drawn on maps for the aims of regional planning, is a difficult 
problem to solve and also challenge for us, especially geographers. 

This paper is only a description of our contribution of thoughts, not pased 
on any research, but ls a compilation from various sources/ideas, particularly 
from cartographer who are experienced in their new field, i.e. "Regional Planing 
Cartography". 

/nttsarl 

Dalam usaha pengembangan wtlayah (apapun jenis wilayab atau region 
yang dikembangkannya), tidak akan terlepas dart adanya tabap perencanaan 
(planning) yang mendahului tahap pengembangan wtlayah itu sendirl. · 

Tulisan tnt bertujuan menggalt peranan kartograft, dalam bubungannya 
dengan kajian pengembangan wtlayah, terutama dalam bubunga~nya dengan 
penyiapan jenis peta-peta yang gayut dan diperlukan untuk proses perencanaan 
maupun pengembangan wilayah. 

Para perencana sudah sepakat, babwa peta-peta sangat dtbutuhkan dalam 
proses perencanaan, namun masth banyak dtperdebatkan tentang cara-cara 
penyajtan, lsi tema, dan skala yang sesuaJ untuk maksud perencanaan. Ada dua 
grup peta yang dtperlukan oleh para perencana, yattu peta status yang diper­
lukan sebelum perencanaan dimulat, dan peta-peta yang dtperlukan pada saat 
proses perencanaannya sendtrl. Pemtlihan seberapiz banyak informast yang 
perlu dtgambarkan dalam suatu peta, untuk sesuatu maksud perencanaan 
wilayah merupakan pula permasalaban yang cukup sultt untuk ditetapkan dan 
sekaltgus merupakan tantangan bagt kita, kbususnya pakar geograft. 

Uraian pendekatan, dalam tultsan tnt banyalah berupa suatu sumblf:tgan 
pemiktran, yang bukan dtbasilkan oleh pekerjaan penelttian, melatnkan kom­
pilast dart berbagai pendapat, terutama dart pakar kartografi yang berpenga­
laman dalam cabang terbarunya, yaitu ''Regional Planning Cartography". 
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Konsepsl 

Dalam hubungannya dengan pe~ 

ngembangan wilayah, diperlukan pula 
pengertian tentang wilayah itu sendiri. 
Wahiupun konsep tentang wilayah atau 
region dapat bermacam-macam jenis· 
nya, namun secara umum wilayah dapat 
diartikan sebagai : "Sebagian permu­
kaan bumi yang dapat dibedakan dalam 
hal tertentu dari daerah sekitarnya" 
(Bintarto dan Surastopo, 1976:26). 

Terlepas dari banyaknya ragam pe­
ngertian ten tang wilayah yang dapat di­
kemukakan oleh para pakar geografi 
ataupun para pakar disiplin ilmu lain­
nya, dalam pengembangan wilayah, 
haruslah d imulai dengan kegiatan pen­
dahuluan (pre eliminary action), yaitu 
tahap perencanaan wilayah (regional 
planning). 

Secara umum dan sederhana, pe­
nulis berpendapat bahwa pengembang­
an wilayah, adalah usaha atau tindakan 
untuk mengembangkan keadaan suatu 
Wilaya-h menjadi keadaan yang lebih 
baik dari keadaan sebelumnya, dengan 

· berbagai alternatif. Untuk itu tahap pe­
rencanaan wilayah merupakan bagian 
a tau tahap yang tidak dapat ditinggalkan 
dalam proses pengembangan wilayah. 
Salah satu langkah paling penting dalam 
perencanaan wilayah ini adalah juga me­
rumuskan wilayah yang dimaksudkan­
nya, termastik kriteria-kriteria yang di­
gunakan untuk penentuan batas-batas­
nya. 

Proses penentuan batas-batas ini di­
sebut perwilayahan atau regionalisasi 
atau penentuan batas-batas daerah 
(Paul Sitohang, 1977:26) yang dengan 
sendirinya untuk melakukan hal ini ha­
rus melihat distribusi keruangan dari 
unsur~unsu.r yang mendukung termasuk 
terjadinya suatu wilayah tertentu yang 
dibedakan dengan wilayah lain. 

Sebagai misal, dalam menetapkan 
batas-batas wilayah potensi pengemba­
ngan pertanian, diperlukan terlebih 

dahulu analisa tentang penyebaran ke­
ruangan dari unsur-unsur yang diper­
lukan antara lain: lereng, jenis tanah, 
produktivitas, dan lain sebagainya. Ana­
lisa keruangan semacam ini bersama de­
ngan analisa ekologi, merupakan analisa 
kompleks wilayah (Bintarto dan Suras­
topo, 1978:24). 

Contoh di atas menunjukkan pada 
kita bahwa untuk analisa keruangan, di­
perlukan sekali peta-peta, karena: 

Peta dapat menunjukkan distribusi 
keruangan dari fenomena- fenome­
na geografis, termasuk sifat karak­
teristiknya, yang posisinya sesuai de­
ngan yang ada di permukaan buml. 

Peta, yang merupakan representasi 
hasil pengecilan · fenomena yang 
luas, membantu kita.memperluas ba­
tas pandangan mata kita . . Dengan 
demikian, kita dapat melihat dengan 
mudah saling hubungan keruangan 
'yang terjadi pada daerah luas, serta 
karakteristik keruangan lingkungan 
kita. 

Selain peta, citra foto udara, citra 
Landsat, dapat pula berfungsi sebagai 
cara representasi kenampakan permu­
kaan bumi yang bersifat "overall;, (me­
nyeluruh), tanpa menunjukkan kenam­
pakan yang khusus yang terpilih atlm­
pun fenomena geografis yang tidak ada 
wujudnya (misalnya, batas daerah ad· 
ministrasi, nama-nama geografi, dan se­
bagainya). 

Berbeda dengan kedua citra peng­
inderaan jauh tersebut di atas, peta da­
pat menonjolkan kenampakan yang di­
anggap terpenting d;m gayut untuk se­
suatu maksud perencanaan, baik ke­
nampakan yang ada wujudnya 
(tangible), misalnya sungai, jalan, mau­
pun yang tidak ada wujudnya ·(intan­
gibJe) misalnya, kemampuan lahan, 
b @ s administrasi, produktivitas, 
graticule, dan sebagainya. 

Walaupun demikian foto udara 
ataupun citra Landsat, gt~rupakan salah 
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saru sumber utama dalam perolehan da­
u unruk maksud pemetaan, terutama 
fenomena fisikal, penggunaan lahan, 
dan lain-lain. Malahan ada kalanya, citra 
fOLo udarafcitra Landsat, dijadikan se­
bagai peta foto (Photo map) ataupun 
i>eta image (image map) dengan menam­
bah simbol-simbol grafis, nama-nama 
geografis, dan grit pada citra tersebut 
baik yang belum direktifikasi maupun 
yang sudah berupa orthophoto, atau­
pun foto udara yang sudah direktifikasi. 

Kartografi sebagai suatu seni, ilmu 
dan teknologi pembuatan peta- peta, 
termasuk juga mempelajari peta-peta 
sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya 
seni. Hasil karya kartografi yang berupa 
peta merupakan alat penting dalam 
melakukan analisa-analisa yang bersifat 
keruangan ataupun sebagai alat komu­
nikasi dalam penyampaian ide-ide yang 
ada hubungannya dengan ruang dan 
waktu. 

Pada perkembangannya yang paling 
baru, produk kartografi lain yang juga 
merupakan sumber utama bagi Sistem 
lnformasi Geografi adalah apa yang dis­
ebut data dasar kartografis (Cartogra­
phic data base). Produk ini, berujud 
peta digital (digital map), yang tentusaja 
harus pula dilengkapi dengan program­
program yang memadai untuk mema­
nipulasi data ini, dan memanggilnya 
untuk digunakan sesuai dengan kebu­
tuhan, dengan banruan komputer. 

Dalam perencanaan wilayah, peta­
peta dan juga produk-produk kartogra­

para profesional ,lainnya, sedang yang 
ketiga dan keenipat, terutama untuk 
memberikan penjelasan kepada umum 
dan juga sebagai pedoman untuk men­
jelaskan tentang strategi perencanaan, 
balk tujuan-tujuannya maupun kebijak-

. an-kebijakannya. 

Pennasalahan 

Mengemukakan peranan kartografi 
dalam konteks kajian Perkembangan 
wilayah, bukan merupakan tugas yang 
mudah, mengingat hal ini menyangkut 
bidang atau disiplin ilmu lain. Seperti 
telah dikemukakan, bahwa tahap yang 
mendahului pelaksanaan pengembang­
an wilayah adalah proses perencanaan 
wilayah (regional planning) . Dalam 
tahap inilah penulis ingin mencoba 
mengungkapkan peranan kartografi, 
walaupun secara garis besar. 

Kartografi seperti halnya disiplin 
ilmu lain, merupakan ilmu yang berkem­
bang dan terakhir salah satu cabang 
baru, "regional planning cartography", 
mulai dikembangkan oleh I.C.A (Inter­
national Cartographyc Association), 
sejak tahun 1975 yang telah berkali- ka.li 
diseminarkan secara terpisah, dan men­
coba membeberkan peranan kartografi 
dalam proses- perencanaan. Alasan ini­
lah yang mendorong penulis membatasi 
diri hanya menguraikan peranan karto­
grafi dalam proses perenc~!laan wilayah 
saja. 

fis yang lain, digunakan untuk: Namun demikian hal inipun masih 
a. Membantu memberikan informasi ~merupakan pendekatan yang sifatnya 

keruangan yang pokok, ten tang sifat 
dari suatu wilayah. 

b. Sebagai satu alat analitik. 

c. Melukiskan penemuan-penemuan 
dalam penelitian .. 

d . Melukiskan tentang usulan-usulan 
perencanaan. 

Dua yang pertama adalah terutama 
digunakan oleh para perencana dan 

umum, mengingat arti perencanaan se­
cara terpisah masih sangat banyak dan 
lagt pula, teori umum mengenal peren­
canaan bukan merupakan bidang dari 
penulis. 

Secara umum, ciri-ciri suatu p~ren­
canaan dapat disebutkan yaitu ntenca­
kup suatu rangkaian tindakan berurutan 
yang ditujukan pada pemecahan per-
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soalan-persoaJan di masa datang (Glas­
son, 1978: 19). 

Perencanaan suatu wilayah dalam 
bentuknya yang beraneka ragam (misaJ­
nya functional region, specific region, 
uniform region, dan sebagalnya) dapat 
dinllai sebagal suatu pedoman untuk · 
mengembangkan suatu wllayah. Pedo­
man itu haruslah dilakukan terlebih 
dahulu sebelum mengembangkan tuju­
an suatu wilayah (region) dilaksanakan. 

Mengapa para perencana memerlu­
kan peta-peta untuk maksud perenca­
naannya? Tipe-tipe peta yang mana, 
yang dibutuhkan oleh para perencana 
wilayah? Bagaimana membuat atau me­
nyiapkan peta-peta yang gayut untuk 
kepentingan perencanaan? Pertanyaan­
pertanyaan tersebut merupakan perta­
nyaan mendasar, yang ada hubung­
annya dengan: peranan kartografi dalam 
perencanaan wilayah. 

Walaupun para ahli perencana se­
pakat bahwa peta-peta diperlukan pada 
seluruh perencanaan, namun isi peta­
nya (temanya}, skalanya dan cara pe­
nyajian yang digunakan untuk sesuatu 
maksud perencanaan, masih belum jelas 
dan masih sering diperdebatkan. Selain 
hal tersebut, ada pula perbedaan pan­
dangan sehubungan dengan peranan 
peta dan penggunaan peta. Masih 
banyak para perencana atau pengguna 
peta menganggap bahwa peta hanyalah 
suatu alat mendemonstrasikan saja (A. 

Papp, 1984: 30) . 

Tugas kartografi, adalah memindah­
kan realita ~_!lsik (fenomena geografik) 
menjadi sua-tu peta, dan bukan sekedar 
pengecilan dari fenomena geografik 
saja, tetapi lebih dari itu. Dalam proses 
pemindahan realita fisik atau fenomena 

· geografik ini, disebut sebagai abstraksi 
· kartografis, generalisasi sangat diper­
lukan. Keempat hal berikut paling harus 
dikerjakan dalam abstraksi kartografis, 
yakni: 1) seleksi, 2) klasifikasi, 3) 
simplifikasi, dan 4) simbolisasi. 

Seleksi, ldasifikasi, simplifikasi me­
rupakan unsur-unsur generalisasi yang 
penting, disamping unsur-unsur gene­
raJisasi yang lain, misalnya pembesaran, 
penggabungan. Kesemua unsur-unsur 
generaJisasi tersebut erat pula hubung­
annya dengan tujuan dan skala peta 
yang digunakan. 

Mengingat realita fisik adalah. sangat 
kompleks, keempat hal tersebut harus 
dilaksanakan, sehingga sedapat mung· 
kin peta yang dihasilkan berul-betul 
mencerminkan hal-hal yang terpilih (se­
lektit) dan mudah dimengerti oleh orang 
banyak melalui simbol-simbol yang 
sudah dibaca. 

Seleksi merupakan tugas utama 
yang harus dilakukan, dan hal ini masih 
sering merupakan hal yang cukup sulit, 
bagaimana memilih informasi yang se­
suai. Untuk hal ini kartografi bertanya 
pada tiga hal pokok yaitu apa (what)? Di 
mafia (where)? dan Kapan (?) 
(Muchrcke, 1978:19) dan niungkin da­
pat pula ditambahkan dengan berapa 
(How much)? dalam hal peta tematik 
kuantitatif. 

Pemilihan skala peta yang sesuai 
untuk maksud perencanaan, juga masih 
sering memerlukan kesepakatan ber­
sama. S~ala peta-peta yang digunakan 
dalam perencanaan wilayah, bervariasi 
bergantung pada besar kecilnya dacrah 
yang direncanakan dan juga tergantung 
pada maksud dari peta-peta yang akan 
digunakan. 

Kesulitan juga timbul, apabila men­
desain peta-peta yang akan digunakan 
pada setiap tahapan dalam proses pe­
rencanaan wilayah. Dalam menentukan 
berapa banyak informasi yang perlu di­
masukkan dalam peta, terutama se­
berapa banyak informasi Jatar befakang 
yang diperlukan, sebagai informasi 
penl:}long bagi pembaca peta dalam 
menilapatkan sesuatu yang diinginkan 
pada peta itu. Kemurnian pesan-pesan 
keruangan .akan menjadi hilang, kalau 
informasi yang digurl"akan terlalu 
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banyak, tetapi sebaliknya infonnasi ke­
ruangan tidak ada artinya kalau infor­
masi yang digunakan terlalu sedikit. 

Permasalahan-permasalahan di 
atas, merupakan pennasalahan ,yang 
masih ramai diperdebatkan oleh ber­
bagai pakar, terutama pakar- pakar yang 
terlibat dalam berbagai jenis perencana­
an wilayah. 

Pendekatan 

1. Peta-peta Status 

Peta-peta yang mengungkapkan in­
fonnasi status, di satu fihak menunjuk­
kan keadaan lingkungan alam atau 
kenampakan artifisial (sosial budaya), 
yang didasarkan atas hasil pemetaan 
oleh berbagai disiplin ilmu dan data ha­
siJ dari stasiun-stasiun pengukuran. Di 
lain fihak, menggambarkan perkemba­
ngan tingkat lingkungan sosial ekonomi, 
dengan menyajikan data statistik, serta 
distribusi keruangannya, secara grafts 
(diagram, peta statistik/tematik ataupun 
dengan kartogram). 

Peta-peta umumfpeta topografi, 
peta geomorfologi, peta geologi, peta 
vegetasi, peta penggunaan lahan, peta 

Perencana menginginkan untuk da­
pat melihat faktor-faktor yang mempe­
ngaruhi pemikirannya dan tidaknya, 
ingin meyakinkan apakah faktor-faktor 
yang sudah ada dan kenampakan yang 
akan ditambahkannya sudah serasi de­
ngan keadaan sekitamya. Alasan-alasan 
inilah yang mendorong perencana me­
merlukan peta-peta. DI samping alasan 
lain adalah untuk kepentingan komu­
nikasi, yaitu memberikan informasi 
kepada publik, atau hasil pemikirannya, 
keputusannya, dan sebagainya, dalam 
bentuk-bentuk peta-peta analitik mau­
pun peta sintesis (fjalkens, 1975:36). 

· ketinggian, peta jenis tanah, peta pola 
aliran, dan masih banyak lainnya, me­
rupakan contoh peta-peta status yang 
mempunyai ketelitian kartografik. Peta-

Pada umumnya perencana memer­
lukan jenis peta-peta tematik yang men­
cakup struktur-struktur keruangan/ 
lingkungan alam, kehidupan sosial dan 
situasi ekonomi. Mereka memerlukan 
peta-peta tersebut, terutama untuk me­
ngembangkan konsepsinya dalam pro­
ses perencanaan wilayah dan pengem­
bangan wilayah, dengan mempelajari 
daerah yang jadi obyeknya. 

Konsekuensinya, peta-peta yang di- ·-· 
butuhkan dapat diklasifikasikan men­
jadi dua group, berdasarkan peran-an­
nya dalam perencanaan wilayah, yaitu: 

1. Peta-peta status (status Maps) 

2. Peta-peta untuk kepentingan kegiat­
an perencanaan wilayah dan pelak­
sanaan pengembangan wilayah 
(Papp-Vary, 1984). 

peta seperti tersebut di atas, ada yang 
menyebutnya dengan peta-peta-'inven.:______ __ 
taris (Inventory Map). Sedangkan yang 
menyajikan data statistik, yang secara 
distribusi keruangan tidak mempunyai 
ketelitian topografik, disebut peta-peta 
analitik (analytical Maps) (Tjalkens, 
1975:35). Peta-peta ini membantu da-
Iam keputusan tentang perencanaan 
dan pengembangan wilayah. 

Berlkut ini adalah persyaratan 
umum, yang dapat dikemukakan bagi 
peta-peta status yang dapat mendukung 
suatu proses perencanaan wilayah, 
yaltu: 

a. Peta-peta itu harus menggambarkan 
data atau obyek yang diperlukan 
untuk perencanaan. 

b . Sistem skala yang digunakan dalam 
peta status dan cara penyajian peta­
nya, harus menampilkan penyajian 
yang dapat mudah dibaca serta 
mudah diperbandingkan. Misalnya 
tidak terlalu banyak menggun"akan 
variasi skala, serta tidak banyak 
menggunakan variasi dalam metode 
penyajiannya. Peta topografi resmi 
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(official) yang ada di Indonesia, 
menggunakan standar skala antara 
1:50.000, 1:100.000, dan 1:250.000, 
demikian pula dengan peta-peta 
Yllng lain, misalnya seri peta. Geologi 
Indonesia. 

c. Data yang tercermin pada peta-peta­
nya seharusnya berdasarkan pa.da 
posisi temporal yang sama. Peta 
topografi, khususnya di pulau Ja.wa 
sebagian besar masih inenggunakan 
data peta topografi Belanda hasil 
survai tahun 1938-1944, sehingga 
diperlukan revisi. Sedangka.n di luar 
pulau Jawa suda.h mulai dirintis dan 
diproduksi, hasil surva.i sekara.ng 
(sejak ta.hun 1980-a.n, pa.da. ska.la. 
1:50.000, 1:1 00.000). 

d. Interval waktu a.ntara. publikasi da.ri 
peta-peta.nya dan survai datanya 
sedapat mungkin tidak terlalu lama. 

Jenis-jenis peta status sebagai sum-
her data bagi perencanaan cukup ba­
nyak dan berva.rias_i, tergantung kepada 
maksud, jenis perencanaan, serta ukur­
an dari daerahnya. Tentu saja hal ini 
tidak mungkin dilakukan oleh para pe­
rencana sendiri dalam menyiapkan 
peta-peta status ini. 

Agar dalam perencanaan wilayah 
ini, para perencana memik:irkan faktor­
faktor sebanyak mungkin, peta-peta 
yang mendukung harus sudah diper­
oleh mereka sebelum perencana.i.n di­
mulai. Pekerjaan ini seharusnya dilaku­
kan oleh para kartograf tingkat pusat, 
dengan menerbitkan peta-peta seri den­
gan isi da.l! skala yang disesuaikan de­
ngan berbagai tingkatan (level) peren­
canaan. Dengan demikian Badan-badan 
Pemetaan Pusat, misalnya: BAKOSUR­
TANAL,JANTOP,Angkatan Darat, Direk­
torat Tata-guna Tanah, Direktorat Geo­
logi, dan masih banyak lainnya sudah 
harus segera melengkapi pemetaan · se­
suai dengan bidangnya yang mencakup 
seluruh daerah di Indonesia. 

Penerbitan peta-peta seri yang me­
nunjukkan faktor-faktor alam dengan 
periode antara 15-25 tahun, kiranya 
sudah cukup memadai. Tentunya harus 
diikuti pula dengan penerbitan peta­
peta lainnya, misalnya peta-peta ten tang 
fenomena sosial berisi data sensus pen­
duduk, setiap 10 tahun. Data tentang 
ekonomi seharusnya juga dipublikasi­
kan dalam bentuk peta pada setiap 
periode 5 tahun. · Disarankan pula, agar 
untuk skala nasional penyajian dalam 
bentuk Atlas dan dalam hal peren­
canaan tingkat regional ataupun peren­
canaan daerah sempit, peta-peta seri 
merupakan alternatifya.ng terbaik, misal 
pada skala medium (1 :100 .000 . 
1 :250.000). 

Pembuatan peta-peta tematik yang 
umum di Indonesia sudah ada yang me­
rintis misalnya BAKOSURTANAL, telah 
memulai memproduksi peta- peta skala 
kecil sampai skala sedang, dalam bentuk 
Atlas Sumberdaya, skala 1:750.000 (ber­
warna), yang dapat digunakan untuk pe­
r en canaan wilayah tingkat nasional. 
Demikian pula telah dirintis berbagai 
peta seri skala 1:250.000, berbagai tema 
yang mungkin dimaksudkan untuk pe­
rencanaan skala regional Dati I (sejauh 
ini baru dalam cetak diazo satu warn a = 
monochrome). 

2. Peta-peta Untuk Perencanaan dan 
Pengembangan Wilayah 

Pembuatan peta-peta yang diguna­
kan untuk perencanaan ataupun pen­
gembangan wilayah, adalah merupakan 
bagian integral dari proses perencana­
an. Sedangkan peta-peta status meng­
gambarkan informasi untuk menen­
tukan perencanaan (A. Papp, 1978:33). 

Dengan sangat eratnya hubungan 
antara proses perencanaan dan peker­
j4ft pemetaan, maka peranan kartografi 
antara lain memberi bantuan meto­
dologik bagi persiapan.pembuatan peta­
peta untuk perencanaan yang terutama 
adalah: ~· - · 
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a. Pengembangan suatu metode pe· 
nyajian realita (reality transformed) 
secara jelas, yang berarti membe­
rikan bantuan dalam isi suatu infor­
masi secara grafis dengan benar, 
cukup jelas dan komunikatif. ' 

b . Membuatkan peta-peta dasar yang 
sesuai dan tepat bagi para peren­
cana. 

c. Membedakan secara tegas simbol­
simbol yang mencerminkan obyek­
obyek yang sudah ada dan yang akan 
direncanakan, dengan pendekatan 
semiologi grafis, misalnya mem­
bedakan dengan harmonis dan 
mudah dibaca an tara in'formasi dasar 
dengan materi tematik yang diren­
canakan. 

Sebagai contoh sederhana dapat 
dikemukakan di sini dua l~mbar peta 
satu warna (monochrome), yang men­
cerminkan distribusi harga- harga tanah 
di suatu daerah, pada 117 titik sampel 
(lampiran 1 ). Pada peta yang di atas 
(peta 1) hasil survai dlsajikan dengan 
cara grafis, yaitu dengan simbol yang 
berbeda, sedangkan nilai kuantitatifnya 
hanya dicantumkan pada setiap jenis 
simbolnya secara kelompok numerik. 
Cara ini tidak memperhatikan prinsip· 
prlnsip kartografis, terutama dari semi· 
ologinya, yang hanya menggunakan 
variabel bentuk saja. Dengan demikian 
pembaca peta ~ulit untuk menyimpul­
kan karakteristik data itu secara benar, 
yang mempunyai tingkatan organlsasi 
kuantitatif. 

Peta yang di bawah (peta 2) meng­
gunakan prinsip kartografi secara be­
nar, yaitu dengan penggunaan variabel ­
ukuran sebagai variabel utama, sehingga 
secara spontan pembaca dengan mudah 
dapat melihat penyebaran lokasl harga­
harga tanah yang paling tinggi hingga ke 
yang paling rendah. Persepsi kuantitatif 
yang seharusnya diperoleh, dapat di· 
capai pada peta yang kedua. 

Penyajian peta yang berpenampilin 
komunikatif dan efektif, balk dari segi 
tata letak (lay out), lsi irtformasi yang 
ditampilkan, penentuan skala difikirkan 
secara tepat, informasi Jatar belakang 
yang tidak mengganggu tema pokokriya, 
sangatlah diperlukan dan hal ini perlu 
difikirkan secara mendalam. Sebagai 
contoh, apabila kita ingin menyajikan 
suatu peta geomorfologi terapan, yang 
diperuntukkan bagi perencanaan wi­
Jayah, haruslah kita menonjolkan unit· 
unit pemetaan geomorfologisnya saja, 
dengan teknik tertentu, sehingga -infor­
masi dasar seperti garis kontur, jalan, 
dan sebagainya tidak terlihat lebih me­
nonjol. Sedangkan informasi lain (kom­
ponen l~in), seperti misalnya kemi­
ringan lereng, penggunaan lahan, dan 
sebagainya yang merupakan komponen 
pendukung haruslah dipisahkan dan di­
petakan secara terpisah, yang mungkin 
skalanya lebih kecil dari peta pok? knya. 
Teknik pemberian keterangan tepi 
(legenda) juga harus difikirkan seefektif 
mungkin, terutama informasi yang jelas 
ten tang unit-unit geomorfologis sebagai 
tema pokoknya. 

Khusus dalam pengembangan 
teknik reproduksi, automasi (kartografi 
dengan bantuan komputer) , mem­
punyai prospek yang cerah, yang selain 
cepat, pada saatnya nanti, mungkin akan 
menjadi teknik reproduksi yang juga 
paling murah bagi produksi peta untuk 
perencanaan. 

Dengan tersediannya paket pro­
gram "overlay"-nya, yang saat ini sudah 
banyak dijumpai di pasaran, mempunyai 

·.-andil yang besar terutama dalam proses 
"regionalisasi", seperti mlsalnya pro­
gram ILWIS, SPAN, ARCH/INFO, dan 
masih banyak lagi yang lain. 

Selain hal tersebut di atas, pengem­
bangan telmik analisa peta (yan,g me­
rupakan tugas pula disiplin kartobafi) 
akan mempunyai dampak pula terhadap 
kelancaran dari tugas perencanaan. 
Dewasa ini telah dikembangkan ber-
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bagai teknik analisa peta yang lebih 
kuantitatif dan obyektif, yang dimulai 
dengan prosedur analisa kartografi 
(Muchrche, 1978:1%). 

Analisa kartometrik yang paling 
dasar, dimulai dari konsep tentang ke­
ruangan yang pokok, yang mencakup 

· konsep tentang dimensionalitas 
geografis a tau lingkungan kita yang kom­
pleks itu. Dalam konsep keruangan yang 
dasar ini kita beranggapan bahwa ling­
kungan kita itu terdirf dari sekumpulan 
kenampakan-kenampakan titik (non 
dimensi), garis (satu dimensi) , areal 
(dua dimensi), dan volume (tiga dimen­
si) . Analisis kartometrik dapat diguna­
kan untuk mengukur panjang, luas, dan 
volume dengan secara tepat dan eksak. 

Sedangkan analisa kartometrik ter­
hadap konsep keruangan tingkat kedua 
yang mendasarkan pada keempat kon­
sep dimensi tersebut, meliputi konsep 
ten tang: 

posisi 

arah 

jarak 

tinggi dan bentuk 

kemiringan (gradien/ slope) 

Selain tersebut di atas, analisa per­
bandingan pola (pattern comparison) 
akan menambah pengertian kita ten tang 
lingkungan dari pada hanya sekedar 
analisa pada konsep keruangan pertama 
dan kedua. Perbandingan pola meliputi : 

1. Variasi pola dari satu tempat ke tern­
pat lain-(pattern). 

2. Saling hubungan antara satu pola 
dengan pola lainnya (spasial associa­
tion). 

. Aspek yang penting dalam meng-
analisa pola (pattern) adalah mencakup: 

kepadatan (density) 

pengaturan (arrangement), misalnya 
pola persebaran random atau uni­
form, kelompok. 

arah perobahan (trend) misalnya sik­
lus atau non siklus, tinier atau non 
tinier, dan sebagainya. 

konektivitas (connectivity): "totally 
connected" apa "partially con­
nected". 

hirarkhi (hierarcky), misalnya order 
pada cabang-cabang sungai. 

Pada analisa korelasi saling hubung­
an antara berbagai pola dan berbagai 
fenomena {spatial association) dapat di­
lakukan dengan analisa statistik, misai­
nya Chi-Square (x2

). Contoh korelasi 
antara pola penyebaran hutan dan 
penggunaan lahari sawah dengan klasi· 
fikasi lereng, dan sebagainya. Analisa­
analisa tersebut, yanghasilnya tentu saja 
merupakan masukan yang penting buat 
perencanaan, karena hasilnya lebih ek­
sak dan obyektif, akan mudah dilakukan 
m\!lalui analisa peta ataupun mungkin 
pul~ melalui foto udara. Kartografi yang 
dibantu komputer (teknik automasi) 
akan mempermudah dalam analisis peta 
dan juga akan lebih teliti hasilnya. 

Salah satu contoh hasil analisa peta 
topografi, yang secara mudah dilakukan 
dengan teknik automasi adalah peta kla­
sifikasi lereng (lihat contoh di bawah), 
dimana peta lereng merupakari salah 
satu unsur yang penting dalam berbagai 
perencanaan fisik. Model elevasi digital 
(digital elevation model = DEM), 
merupakan teknik yang sangat berman­
faat dalam analisa kar.tometrik yang 
berkaitan dengan topografi, karena de­
ngan teknik DEM yang sudah merupa­
kan salah satu program penting dalam 
GIS dapat denga~ mudah dan cepat 

· dimanipulasi utuh, misalnya pembuatan 
klasifikasi lereng, profil, blok c!iagram, 
dengan berbagai desain yang diirigin­
kan . Namun demikian data dasar 
t pografi yang berupa ketinggian ·harus 
tersedia terlebih dahulu dalam bentuk 
digital, yang disusun secara model 
metrik (teknik DEM). ~i~tem ini memer-

46 Forum Geografi, No. 08, Tahun V /Juli 1991 

_. ·"· 



!Wanpcralatan yang canggih dan culrup 
..tlal namun hasilnya sangat menga­
.,-tan. 

&rsimpulan 

Dari . uraian di atas dapatlah disim­
pulkan bahwa dalam perencanaan wila­
yah, penggunaan teknik analisa ke­
ruangan tidak dapat ditinggalkan, yang 
bersama-sama analisa yang lain (analisa 
e.kologi, misalnya) merupakan. analisa 
kompleks wilayah. Analisa keruangan 
mempertahankan fenomena tertentu. 
Dengan demikian peta-peta berfungsi 
dalam hal analisis keruangan ini. 

Sehubungan hal tersebut, kartografi 
mempunyai peranan antara lain mem­
berikan bantuan metodologis, dalam 
mempersiapkan peta-peta yang gayut 
untuk kepentingan kajian pengembang­
an wilayah terutama, secara langsung 
berperan dalam proses perencanaan 
wilayah khususnya perencanaan fil'ik. 

Penggunaan teknik automasi dalam kar­
tografi akan mempermudah . dan 

Daftar Pustaka 

mempercepat analisa-analisa peta yang 
lebih obyektif ( eksak), yang mana hal ini 
akan lebih berguna bagi para peren­
cana. 

Di sisi lain pakar geograf termasuk 
pakar kartografi dan pakar- pakar lain­
nya mempunyai tugas yang tidak habis­
habisnya, terutama dalam hubungannya 
dengan penyiapan peta-peta yang gayut 
dalam proses perencanaan dan pe­
ngembangan wilayah. Karena perenca­
naan dan pengembangan wilayah ter­
sebut, tidak akan pemah berhenti se­
lama kehidupan masih ada di bumi. Dan 
masih banyak peta-peta yang dibutuh­
kan oleh para perencana baik tingkat 
nasional maupun regional, yang masih 

. hams dipersiapkan dan dilengkapi, dan 
semua ini merupakan tantangan bagi 
kita khususnya pakar .geografi untuk 
selalu ikut andil. Hal ini sekaligus 
merupakan prospek bagi bidang peker­
jaan kita di masa yang akan datang. 
Suatu prospek yang masih sang'at bagus. 
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AIR LIMBAH INDUSTRI PERMASAIAHAN DAN 
PENANGGUIANGANNYA 

Oleb: Altf Noor Anna 

Abstract 

Recently, the long term development in Indonesia bas changed from agricul­
tural sector to the industrial sector. This development can apparently bann our 
own people. This is due to the waste that is produced from factories. 

The waste from various factories seems to have different characteristics. This 
difference encourages us to be able to find out different of methods of managing 
waste so that cost can be reduced, especially in water treatment. 

In orf!er that industrial-development and environmental preservation can 
run together in balance, many-institutions involved should be consider, especial­
ly tn the industrial chain, the environment, and human resources, these three 
elements can be examined in terms of their tolerance to waste. 

Intis art 

Pembangunan di Indonesia dalam jangka panjang pada saat tnt mulai 
beralib dart sektor pertanian ke sektor industri. Pembangunan di sektor industri 
tnt ternyata dapat merugikan bangsa kita sendtri. Hal tnt sebagat akibat dart 
baban buangan atau limbab yang dikeluarkan oleb industri tersebut. 

Limbab basil buangan dart berbagai industri ternyata mempunyai sifat 
dan karakteristik yang berbedcvbeda. Perbedaan tnt menuntut kita untuk dapat 
mengetabui metode-metode pengolaban limbab yang berbeda pula. Dengan 
demikian dapat mengbemat biaya untuk mengatasi limbab tersebut, terutama 
dalam hal water treatmentnya. 

Agar pembangunan industri dan kelestarian alam berjalan seimbang, ber­
bagai pibak yang terlibat dalam kegiatan in.t perlu memperbatikan. Terutama 
dalam rangkaian industri, a/am dan manusianya sendiri. Ketiga unsur ini 
dapat dipelajari kemampuan toleransinya terbadap baban bua~gan tersebut. 

Pendahuluan 

Titik berat pembangunan Indonesia 
dalam jangka panjang saat ini telah ber­
alih, dari sektor pertanian ke sektor in­
dustri. Sejalan dengan hal tersebut, ma­
ka di negara ldta telah banyak didirikan 
pab~ik-pabrik, yang tentunya diharap­
kan dapat meningkatkan taraf hidup 
bangsa Indonesia. Hal ini jelas dapat 
ldta lihat dengan berdirinya berbagai in-

dustri dapat menyerap tenaga kerja dan 
mengurangi pengangguran. Di samping 
itu, kehidupan bangsa dapat dipenuhi 
sendiri a tau paling tidak mengurangi im­
port dari luar negeri. 

Kemajuan bidang industri ini bu­
kannya tanpa aldbat sam ping yang dapat 
me~gikan ldta sendiri. Dari pabrik-pa­
brik tersebut temyata telah mengelua.r­
kan bahan buangan baik gas, padatan 
maupun cairan yang dapat mengganggu 
kelestarian lingkungan.~ karena pada 
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- ... IIUlya limbah tersebut belum atau nyak contoh kasus pencemaran yang 
lblbbn tidak diolah dulu sebelum rna- lain, dalam tulisan ini tidak dibahas an­

-linglrungan lain. Ada beberapa se- tara lain adalah masalah pencemaran 
bab kenapa industri tidak mengolah lim-· udara dan tanah. Tulisan ini akan mem­
bahnya salah satunya adalah pengolah- bahas tentang pencemaran air, terutama 

limbah sendiri memerlukan 'biaya air sungai. 
pngcukup mahal. Slamet Riyadi (1984) Masalah pencemaran air sungai itu 
..engatakan pengolahan ini memerlu- diangkat dan dilatar bela:kangi oleh be­
bn biaya sekitar 200% sampai 300% berapa hal. Yaitu masih banyak masya­
dari investasi untuk mendirikannya. rakat Indonesia yang menggunakan air 
Penelitian Direktorat Jenderal Industri sungai sebagai kebutuhan rumah tang­
T ekstil yang mengirimkan daftar perta- ganya (domestic use) seperti mandi cuci 
nya.an tertulis sebanyak 1.103 buah yang dan kakus (MCK). Yang tidak kalah pent­
dikembalikan hanya 224 buah. Dari jum- ing adanya kenyataan bahwa masyarakat 
lab tersebut ternyata hanya 28 buah in- kita sungai merupakan salah satu sum­
d ustri yang mengadakan pengolahan ber utama di samping air hujan dan air 
limbahnya, atau hanya 12% dari jumlah tanah. Air sungai mempunyai peranan 
perusahaan tersebut (Alwi Dahlan, yang beraneka dapat untuk perikanan, 
1979: 52). irigasi dan sumber bahan baku PAM. 

Pengaruh pembuangan limbah in· Oleh karenanya hila saat ini air sungai 
dustri yang hanya dibuang begitu saja, digunakan pula untuk pembuangan lim­
te myata telah mengakibatkan pence· bah industri, maka akan membahayakan 
maran lingkungan. Di negara kita, kasus- masyarakat yang menggunakanqya. Se­
kasus pencemaran lingkungan banyak bah kualitas air sungai akan turun bah­
te rjadi terutama di Pulaujawa. Misalnya kan air sungai dapat tercemar hila 
pencemaran air di Jawa Barat oleh in- limbah dalam konsentrasi yang cukup 
dustri tekstil, kerusakan bibit padi per- tinggi. 
sawahan sekitar ladang pengeboran mi- Sungai dikatakan tercemar sebenar­
nyak lndramayu, matinya ikan-ikan .di nya tergantung dari peruntukannya. 
tambak- tambak pantai akibat lim bah in· Apakah untuk irigasi, perikanan, sum­
dustri Petro Kimia Gresik jawa Timur, ber bahan baku PA:tl ataupun kegunaan 
pencel"!laran Kali Surabaya akibat lim· yang lainnya. Penurunan kualitas air 
bah berbagai industri dan domestik di sampai di bawah kualitas peruntukan 
sekitar sungai tersebut, sehingga PAM baru dapat dikatakan sebagai pence­
Surabaya yang mengambil air dari su- maran air. Di negara kita standar kualitas 
ngai ini terancam kualitas produksinya, air untuk berbagai peruntukan sudah 
pencemaran oleh sisa-sisa bahan kimia ada begitu pula standar kualitas untuk 
dari pabrik-pabrik yang ada di kota Se- air limbah dari industri, tetapi temyata 
marang mengakibatkan tanaman padi __ peraturan ini belum banyak diperhati­
rusak dan ribuan bandeng musnah kan. Pada tulisan ini akan dikemukakan 
(Sutamiharjo. 1978: 50). Pencemaran tentang proses-proses pencemaran, 
Sungai Gadjah Wong di Yogyakarta oleh sumber dan cara penanggulangannya. 
pabrik-pabrik penyamak kulit, hingga 
mengganggu kesehatan masyarakat yang 
masih menggunakan air sungai untuk 
MCK (Sri Noerjayati, 1983). Bahan-bahan Buangan Limbail In­

Contoh kasus pencemaran di atas 
diangkat sebagai contoh kejadian pen­
cemaran yang terjadi di air sungai. Ba-

dustrl 

Umbah industri ada bermacam-ma­
cam baik susunannya maupun sifatnya 

Forum Geografi, No. 08, TallUn V /Juli 1991 51 

... 



(fisis, khemis, biologis) te rgantung dari 
macam, besar kecilnya industri , proses 
produksi, derajad pengolahan air lim­
bah yang telah dilaksanakan. Kondisi air 
sungai juga tak kalah penting seperti 
halnya jumlah aliran atau debit aliran, 
kemiringan, type aliran dan suplai air 
dari anak sungai atau rembesan di tepi­
tepinya. 

Dalam proses produksi semua in­
dustri memerlukan air baik untuk pen­
dingin, media pengolah bahan baku, 
pencuci, maupun untuk sani tasi. 
Setelah dipergunakan air tersebut akan 
menjadi limbah dan sebagai patokan 
banyaknya lim bah yang akan dihasilkan 
sebesar 85 · 95 % dari jumlah air yang 
dipergunakan. Untuk industri yang tidak 
menggunakan proses basah diperkira­
kan sekitare 50 m3 /hajhari (Sugiharto, 
1987). Tabel I. mt>mperlihatkan peng­
gunaan air untuk berbagai jenis industri. 

Dengan melihat tabel ini kita dapat 
memperkirakan jumlah air limbah yang 
dihasilkan dengan mengalikan 85 atau 

· 95 % pada tabel terse but. 

Sedang tulisan Chanlet ( 1973 dalam 
Sutamiharja, 1978: 47) membagi dela­
pan komponen dan zat pencemar yang 
terkandung dalam air limbah industri 
bersama dengan lim bah domestik seper­
ti tercantum dalam Tabel 2. 

Dari kedua tabel tersebut kita dapat 
memperkirakan unsur dominan yang 
akan dikeluarkan oleh berbagai in­
dustri. Dengan demikian akan meilge­
tahui karakteristik air limbah, sehingga 
dapat pula menentukan sifat-sifat air 
limbah industri itu sendiri, baik sifat 
fisik, khemis maupun biologisnya. Pada 
tahap berikutnya dengan mudah me­
milih metoda pengolahan liinbah yang 
efisien. 

Tabell. 
Rata-rata Penggunaan Air untuk Berbagai jeni~ lndustri 

jenis industri Rata-rata ali ran (M3) 

1. lndustri kalengan: 
Sayur hijau 50-70 
Buah-buahan, buah pear 15-20 
Lain buah-buahan dan sayuran 4-35 

2. lndustri bahan kimia: 
Amoniak 100-130 
Karbondioksida (C02) 60-90 
Bensin 7-30 
Laktosa 600-800 
Sulfur jbelerang 8-10 

3. Makanan dan minuman 
~- Bir 10-16 

Roti 2-4 
Pengepakan daging 15-20 
Produksi susu 10-20 
Minuman keras 60-80 

4. Bubur kayu dan Kertas: 
Bubur kayu 250-800 
Pabrik kertas Q 120-160 

5. Tekstil : -Pengelantangan 200-300 
- Pencelupan 30-60 

Sumber : Metcal£ dan Eddy 1979 dalam Sugiaharto 1987 
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I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tabel2. 
Zat-zat Kimia Berbahaya Dari Air Buangan Industri 

Pengaruh-pengaruhnya dan Jenis Sumbernya 

. 

Grup komponen Pengaruh-pengaruhnya Jenis-jenis sumbernya 

Bio-oxidazables dinyata- Deoksigensi , keadaan anacro- Karbohidrat terlarut dalam· jum-
kan sebagai BOD1 bik, mematikan iikan, bau bu- lah tinggi, penggilingan gula, pe-

suk ngalengan, penyulingan, pabrik 
minuman, processing susu, pem-
buatan pulp dan kertas 

Zat-zat racun primer Mematikan ikan, meracuni ter- Pencucian logam , ploting dan 
nak, mematikan plankton, ter- pickling, pengilangan fosfat dan 
aklimulasi dalam daging, ikan bauksit, pembuatan gas Cb, 
dan kerang pembuatan batere, penyamakan 

Asam dan alkali Mengganggu pH penyangga Penyaringan pabrik batu bara, 
dari sistem perairan alami stell pickling, pabrik bahan k.imia, 

pencucian wol, binatu k.imia. 

Desinfektan: Clz Mematikan mikroorganisme Pengelantangan kertas tellstil, 
formalin, phenol tertentu, merubah rasa dan resin sintetis, pembuatan penici-

bau lin, pembuatan gas, cokes dan ter, 
pabrik zat warna dan bahan-bahan 
k.imia 

Bentuk-bentuk ion: Merubah kekhasan air: warna, Pembuatan barang-barang logam, 
Fe, Ca, Mg, Mn, Cl, S04 kesadahan, salinitas pembuatan semen, keramik, pe-

mompaan sumur bor 

Oksidator dan reduktor: Merubah keseimbangan k.imia, Pembuatan gas dan cokes, pabrjk 
reduktor: NH3, ion-ion bau pertumbuhan mikroba pupuk, bahan peledak, pembuat-
N02, N03, S dan S03 tertentu an zat warna dan serat sintetis, 

pembuatan pulp dari kayu, pe-
ngelantangan 

Yang terlihat da!' ter- Buih, bahan-bahan mengapung, Buangan detergen, tat penyamak, 
cium zat-zat padat yang menetap, bau processing makanan dan daging, 

yang merangsang, endapan da- pengilangan gula, pemintalan wol, 
sar bersifat anacrobik. Lemak, pengilangan minyak, pembersihan 
minyak dan gemuk: merupakan unggas 
kehidupan ikan . 

Organisme pethogen: lnfeksi pada manusia, reinfeksi Sampah-sampah dari perusahaan 
Bacillus anthracis, Lep- pada hewan, penyak.it-penyak.it pemotongan hewan, processing 
tospira, cendawan be- tanaman dari air irigasi yang wol, pertumbuhan cendawan da-
racun, virus terkontaminasi oleh cendawan lam treatment buangan, p,r.Qfess-

ing buangan air petemakan 

-

Sumber~ET Chanler. "Environmental Protection•, 1973 dalam Sutamihardja, 1978: 47. 
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Proses-proses Pencemaran Air Su­
ngai 

Suatu sungai yang mendapat single 
pollutari dari industri akan terjadi ber­
bagai macam proses aksi-reaksi dari lim­
bah dengan air sungai yang dikenainya. 
Proses pentahapan air sungi yang men­
dapat sjngle pollutan secara teoritis di­
bagi menjadi empat fase yaitu: 

a. Zona degradasi (Zone of degrada­
tion) 

Proses pencemaran dimulai dan 
mencapai puncak aktifitasnya. Benda 
asing mengalami degradasi, terjadi pro­
ses dek9~posisi yang membutuhkan 
oksigen cukup banyak, sehingga terjadi 
penurunan oksigen terlarut sampai 
mencapai 40 %. Air menjadi kotor dan 
keruh, yang m~nyebabkan sinar mata­
hari tidak dapatmenembus ke dalam air, 
berarti proses fofosintesa pada tumbuh­
an air terganggu. Kehidupan ikan se­
mentara masih dapat bertahan terutama 
bagi ikan yang besar, sedang ikan yang 
kecil merasa lemas karena kurangnya 
oksigen terlarut dan terjadi pengen­
dapan lumpur. 
b. Zone dekomposisi (Zone of active 

decomposition) 

Oksigen terlarut berkurang terus 
sampai pada 0 %, ditandai dengan tidak 

adanya kehidupan ikan. Warna keabu­
abuan (lebih gelap dari fase a). Kondisi 
septik, karena mikroorganisme yang ter­
golong organic decomposer berperan 
aktif. Proses dekomposisi ini mengha­
silkan gas-gas seperti metan, hidrogen, 
nitrogen, hidrogen sulfida dan gas lain 
yang berbau merangsang. Buih mulai 
kelihatan dipermukaan air. 

Bila yang masuk hanya single pol~ 

lutan, maka kadar oksigen akan naik lagi 
(sampai 40 %). Namun jika pencemaran 
berlangsung terus, dalam arli limbah 
bertambah terus, maka perubahan ke 
dalam zone berikutnya akan berjalan 
lam bat. 

c. Zone rehabilitatif (Zone of recovery) 

Kadar oksigen meningkat berang­
sur-angsur dari 40% ke atas Air lebih 
jernih dibanding zone terdahulu, kehi­
dupan mulal tampak dan nitrat, sulfat, 
serta fosfat maupun karbon at dapat di­
temukan lagi. 

d. Zone penjernihan kembali (Zone of 
cleaner water) 

Fase terakhir dari rangkaian proses 
single pollution yang ditandai dengan 
kenaikan oksigen secara maksimar di­
akibatkan adanya berbagai mekanisme 
dalam air seperti fotosintesis dan 
kelarutan oksigen dari atmosfir. 

Gam bar 1. Fase-fase Pencemaran Air Sungai 
% 

100 

I 

zone penjemihan 
kern bali 

, _____ ....L_ ___ _ -..!...._::-----:-'------~,----"~...:•"-. . ~ Waktu 
Sumber : Slamet Ayadi, 1984: 69 
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Berbagai Usaha Pengendallan 

Dalam usaha mencegah pencemar­
an air sungai dapat dilakukan berbagai 
cara yang harus kita sesuaikan dengan 
macamfjenis industri sebagai pengh:tsil 
limbahnya. Karena pada dasamya jenis 
industri yang berbeda akan menghasil· 
kan limbah yang berbeda pula. Perbe­
daan ini disebabkan penggunaan bahan 
baku, proses produksi serta jumlah ba­
han kimia dan aiF yang berbeda. Alter­
natif terse but an tara lain dengan indus­
tria/ waste water treatment, penghemat­
an bahan kimia dan air dalam proses 
produksinya dan pengaturan air lim bah 
ke dalam perairan alam. 

Penanggulangan dengan industrial 
waste water treatment menggunakan 
mctode pembersihan air dengan: 

a. fisika · kimia 

b. fisika · biologi 

c. fisika • kimia • biologi 

Perbandingan efisiensi pengolahan di· 
sajikan dalam Tabel. 3. 

Tingkat efisiensi pengolahan paling 
rendah yaitu pengo-lahan fisika an tara 0 

• 5% (screening), sedang yang tertinggi 
adalah pengolahan biologi 50·95% 
(kolam oksigen), dan pengolahan kimia 
25-60% (ko-agulasi). 

Altematiflain untuk pencegahannya 
terutama dilakukan dalam proses pro­
duksinya dengan penghematan seba­
nyak mungkin penggunaan bahan kimia 
dan pemakaian air sesuai dengan bahan 
baku yang digunakan. Dengan berku­
rangnya bahan kimia yang diperguna­
kan secara logis pasti akan berkurang 
pula kandungan zat pencemar yang ter­
kandung dalam air limbahnya. Badrudin 
(1985) mengemukakan bahwa dalam 
proses produksinya suatu industri dapat 
mencegah pencemaran dengan melaku­
l<an: 

a. Pengontrolan penggunaan zat kimia 
dan air 

modifikasi proses 
penguranganfpanghematan zat 
kimia dan air ' 
subtitusi zat kimia 

b. Pemakaian kembali (reuse) dan pen­
gambilan kembali (recycling) 

Air 
Zat kimia 

Tabel3. 
Efisiensi Pengolahan Air Urn bah 
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Pengaturan penyaluran air limbah 
ke dalam perairan alam pun dapat mem­
bantu dalam usaha pelestarian lingkun­
gan. Faktor yang perlu diperhatikan 
dalam, hal ini adalah kuantitas, kualitas, 
karakteristik perairan serta peman­
faatan dari perairan tersebut. Faktor di 
atas terutama membantu dalam proses 
aerationnya, sedang faktor penunjang 
proses aeration adalah: 

a. terjadinya dilusi, karena 
memperoleh suplai/penam­
bahan air baru dari anak sungai 
yang lain. 

b. kecepatan angin yang bertam­
bah. 

c. kemampuan absorsi dari badan 
· air sendiri. 

d . tingkat kecepatan aliran badan 
sendiri. 

(Sumber: Slamet Rya~i, 1984 : 76 • 77). 

Pengaturannya dapat dengan melaku· 
kan penggabungan limbah industri me­
nuju sistem drainase kota atau dapat 
membuat kolam penainpungan saluran 
lim bah yang mempunyai outlet pada ba­
gian atas dari kolam tersebut. Kolam 
penampungan ini paling tidak berguna 
untuk mengurangi konsentarasi zat pen­
cemar, karena sebelurtmya telah terjadi 
pengendapan lebih dulu. 

Penutup 

Mengingat limbah industri mempu· 
nyai susunan dan sifat yang bervariasi, 
dalam hal inJ.tergantungdari macam dan 

Daftar Pustaka 

jenis industrinya, maka untuk penang· 
gulangannya terlebih dahulu harus di· 
ketahui karakteristik air limbah sendiri. 
Misalnya, air limbah yang berasal dari 
pabrik pengalengan buah-buahan dan 
sayuran biasanya mempunyai sifat 
umum, suspensi zat padat tinggi koloid 
dan banyak zat organik yang terlarut. 
Pengolahan limbah yang cocok untuk 
mengatasinya adalah dengan meng· 
gunakan metode fisika • biologi yakni 
dengan pemisahan, kolam penyerapan 
atau dengan penyemprotan. Begitu pula 
untuk limbah industri yang mempunyai 
karakteristik yang berbeda, dilakuk~n 
pengolahanfwater treatment yang ber· 
beda pula. 

Selain dengan water treatment se· 
perti di atas, sebetulnya industri terse­
but dapat pula mencegah limbah yang 
dihasilkan dalam arti konsentrasinya, 
yaitu dengan penghematan bahan kimia 
danpemakaian air sesuai dengan jumlah 
bahan baku yang diolah. Untuk air lim· 
bah yang akan dibuang pada perairan 
bebas maka perlu memperlihatkan 
kuantitas, kualitas dan karakteristik per· 
airan serta pemanfaatan perairan ter­
sebut. 

Pada akhirnya, masyarakat kita per­
lu mengembangkan pembangunan sek­
tor industri yang tujuannya adalah 
untuk menyejahterakan bangsa. Namun 
efek samping pembangunan tersebut 
(terutama limbahnya) harus diper· 
hatikan agar kelestarian alam tetap ter­
jaga. 
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